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MOTTO

“Bertanggungjawablah Melebihi Yang diharapkan

Orang Lain Dari Kita”

(Henry Ward Beecher)'

l)Henry Ward Beecher, 199%, “The Corporate Mystic ;
Sukses Bexrbisnis Dengan hati”, Bandung : Kaifa)
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RINGKASAN

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (perjanjian) dengan
mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang terfanggung
dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu .

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa guna
memasarkan asuransi adalah dengan jalan berusaha mencetak agen-agen asuransi
Jiwa yang terampil dan mempunyai kemampuan untuk memberikan pengertian
akan pentingnya asuransi jiwa dalam masyarakat. Namun dalam prakteknya masih
ada beberapa agen dalam melakukan tugasnya berbuat menyimpang dari peraturan
vang berlaku, seperti halnya dalam beberapa kasus masih banyak agen yang
melakukan penyalahgunaan uang premi tertanggung. Dimana uang premi yang
ditagih dari tertanggung tidak langsung disetorkan kepada perusahaan asuransi
nwa yang diwakilkannya sesuai dengan batas wakiu vang ditentukan oleh
perusahaan asuransi jiwa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah (1)
bagaimanakah penyelidikan yang dilakukan penanggung untuk mengetahui
kebenaran terjadinya penyalahgunaan uang premi tertanggung oleh agen Asuransi,
(2) bagaimanakah tindakan penanggung terhadap agen asuransi yang
menyalahgunakan uang premi tertanggung, (3) bagaimanakah upaya penyelesaian
yang dilakukan penanggung terhadap penyalahgunaan uang premi tertanggung
oleh agen asuransi.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan membahas permasalahan
yang telah dirumuskan serta untuk memenuhi persyaratan akademis guna
mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini, menggunakan metodologi yang dilakukan melalui
pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang di gunakan adalah
sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis dalam hal pengumpulan

data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Berkaitan dengan analisa

x11
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data terhadap permasalahan yang tersebut, penulis menggunakan metode
deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam
penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang ada.
Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : penyelidikan untuk mengetahui
adanya penyalahgunaan uang premi tertanggung oleh agen asuransi dilakukan
oleh perusahaan asuransi setelah diketahui adanya ketidaksesuaian antara
pembukuan perusahaan dengan keterangan tertanggung mengenai pembayaran
premi tertanggung. Dimana penyelidikan yang dilakukan melalui beberapa
tahapan tertentu. Dengan adanya penyalahgunaan uang premi tersebut, maka
perusahaan melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap agen yang
bersangkutan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu perusahaan
asuransi juga melakukan beberapa upaya penyelesaian akibat penyalahgundan
uang premi tersebut yang meliputi perjanjian asuransi tertanggung tidak batal,
pemulihan premi, penerbitan kwitansi resmi yang baru dan juga penyelesaian
terhadap agen yang menyalahgunakan uang premi tertanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka saran vang dapat
disumbangkan adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan uang premi
tertanggung oleh agen asuransi, maka secbaiknya perusahaan asuransi lebih
meningkatkan kegiatan pengontrolannya terhadap kegiatan penagihan premi yang
dilakukan oleh pegawainya. Selain itu juga sebaiknya pihak perusahaan asuransi
melakukan tindakan tegas terhadap agen yang menyalahgunakan uang premi
tertanggung dalam hal penggantian ganti rugi, meskipun jumlahnya sedikit. Hal
ini dimaksudkan agar agen tidak melakukan perbuatan yang sama, karena
menganggap remeh uang premi yang kecil. Sedangkan upaya penyelesaian yang
dilakukan penanggung sebaiknya jangan sampai merugikan salah satu pihak.
Dimana jangan sampai di kemudian hari ada pelimpahan kesalahan terhadap suatu

pihak, misalnya kepada tertanggung.
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L PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang

Manusia akan menghadapi suatn kemugian atau suatu kehilangan sudah
menjadi suatu masalah bagi setiap umat sejak manusia tidak lagi bertemnpat
tinggal di Taman Firdaus (dimana segala kebutuhan hidup sudah tersedia) dan
harus berusaha dengan tenaga dan pikirannya untuk mencukupi hidupnya, untuk
memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup. Harta kekayaan sebagai jerih
payah ini tentu akan dipertahankan oleh setiap manusia supaya tidak hilang, tidak
rusak, tidak musnah dan sebagainya ( Francis T. Allen and Sidney | Simon dalam
Buku Djoko Prakoso, 2000:13),

Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian
akibat suatu keadaan yang tidak pasti terhadap kemungkinan yang dapat terjadi
baik dalam bentuk atau suatu peristiwa vang tidak tentu dimana hal ini bisa
menimbulkan rasa tidak aman atau vang lazim disebut sebagai risiko.

Menanggulangi risiko tersebut di atas, di jaman modern ini ditempuh
dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pibek lain, dalam hal ini kepada
lembaga asuransi jiwa yang mengkhususkan usahanya di bidang ini sebagai
profesinya.

Perusahaan asuransi jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau
perlindungan dan harapan pada masa datang, baik kepada kelompok maupun
perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita suatu
kerugian lebih lanjut (Sri Rejeki Hartono, 2001:10),

Orang akan mengadakan atau menutupi suatu perjanjian pertanggungan
apabila ia bermaksud atau mempunyai suatu tujuan untuk mengalihkan risiko atau
membagi risiko yang dihadapinya atas harta kekayaannya kepada orang lain
{(Robert E. Keeton dalam Buku Djoko Prakoso, 2000: 1 R).

Masyarakat yang belum begitu mengenal asuransi tidak pernah ada yang
datang dengan kesadaran sendiri ke kantor asuransi Jiwa, dengan demikian salah
satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa guna memasarkan
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asuransi adalah dengan jalan berusaha mencetak agen-agen asuransi jiwa yang
terampil dan mempunyai kemampuan untuk memberikan pengertian akan
pentingnya asuransi jiwa dalam masyarakat.

Pengertian tentang agen berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1992 Tentang usaha Perasuransian adalah seseorang atau badan
hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk
dan atas nama penanggung.

Tugas agen asuransi jiwa adalah melakukan suatu proses kegiatan mulai
dari mencari calon nasabah sampai dengan pelayanan purna jual. Adapun
kecenderungan dalam proses pelayanan purna jual, ada beberapa agen dalam
melakukan tugasnya berbuat menyimpang dari peraturan yang berlaku, seperti
halnya dalam beberapa kasus masih banyak agen yang melakukan
penyalahgunaan uang premi tertanggung. Dimana uang premi yang ditagih dari
tertanggung tidak langsung disetorkan kepada perusahaan asuransi jiwa yang
diwakilkannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan
asuransi jiwa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin membahasnya
dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul *AKIBAT HUKUM
PENYALAHGUNAAN UANG PREMI TERTANGGUNG OLEH AGEN
ASURANSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP
PENANGGUNG” (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH
JAYA DISTRIK JEMBER).

1.2 Ruang Lingkup

Tujuan yang hendak dicapai dalam membahas dan mengkaji masalah
penyalahgunaan uang premi oleh agen asuransi ini agar tidak menimbulkan salah
pengertian, maka penulis membatasi ruang lingkup skzipsi ini pada penyelidikan
yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran adanya penyalahgunaan uang premi,
tindakan penanggung terhadap penyalahgunaan uang premi oleh agen asuransi
dan upaya penyelesaian yang dilakukan penanggung terhadap penyalahgunaan
uang premi oleh agen asuransi.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka dapat
dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :
. bagaimanakah penyelidikan vang dilakukan penanggung untuk mengetahui
kebenaran terjadinya penyalahgunaan uang premi tertanggung oleh agen

asuransi

%)

bagaimanakah tindakan penanggung terhadap agen asuransi yang
menyalahgunakan vang premi tertanggung.
3. bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan penanggung terhadap

penyalahgunaan vang premi tertanggung oleh agen asuransi.

1.4 Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan

umum dan tujuan khusus,

1.4.1 Tujuan Umum

|. Untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan
program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk mengembangkan 1lmu pengetahuan dengan cara membandingkan ilmu
yang didapat di bangku kuliah yang berupa teori-teori dengan praktek yang

sesungguhnyva.

LFS )

Untuk memberikan sumbangan pemikiran vang bermanfaat bagi kalangan

umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah ingin mendapatkan
jawaban yang jelas dari kajian mengenai akibal hukum penyalahgunaan uang
premi lertanggung oleh agen asuransi vang mengakibatkan kerugian terhadap
penanggung di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember vang antara lain

meliputi
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1. untuk mengetahui bagaimanakah penyelhidikan yang dilakukan oleh pihak
penanggung terhadap adanva agen asuransi yvang menvalahgunakan uang
premi tertanggung;

2. untuk mengetahui tindakan bagaimanakah vyang dilakukan penanggung
terhadap agen asuransi yang menyalahgunakan uang premi tertanggung,

3. untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian penanggug atas adanya
penyalahgunaan uang premi tertanggung  oleh agen asuransi  vang
mengakibatkan kerugian terhadap penanggung di PT. Asuransi Jiwa Bumi
Asih Jaya Distrik Jember.

1.5 Metodologi
Metode yang digunakan dalam memperoleh data agar memenuhi syarat-
syarat sebagai karya ilmiah, yaitu pendekatan masalah, sumber data dan metode

pengumpulan data.

1.5, 1 Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan Masalah yvang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah Pendekatan masalah sccara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang
menekankan pada ilmu hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang
ada sebagar norma hukum positif, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah
kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro ;
1990:106).

1.5.2 Sumber Data
Sumber data ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber

data sekunder.

I. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di
lapangan yang dilakukan oleh penulis sendiri. Pencarian data primer ini diperoleh

dengan langsung mendatangi instansi guna mendapatkan keterangan dan
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penjelasan akurat. Instansi terkait i1tu diantaranya vaitu PT. Asuransi Jiwa Bumi

Asih Jaya Distrik Jember,

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data vang diperoleh secara tidak
langsung dari obyek penelitian atau dengan kata lain data sekunder adalah data
pelengkap. Sumber data ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian
kepustakaan. Kepustakaan yang dominan adalah kepustakaan dalam bidang
Hukum Perdata, termasuk pula berupa peraturan perundang-undangan, pendapat
para ahli, buku-buku literatur dan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan
dengan pokok permasalahan vang ada dalam skripsi. Data ini nantinva diperlukan

sebagai alat pemecahan skripsi,

1.5.3 Metode pengumpulan dan Pengolahan Data.

Proses pengumpulan data dan pengolahan data dalam penulisan skripsi ini
nanti menggunakan dua macam cara yang dirangkai secara teratur sesuai dengan
kebutuhan guna mendapatkan hasil data yang diperlukan, Dua macam cara itu
adalah :

1. Studi Literatur

Usaha mengumpulkan data nanti akan menggunakan literatur-literatur
yang tentunya tercipta atau telah beredar terlebih dahulu melalui proses yang telah
teruji baik itu secara teori maupun praktek di lapangan. Dari situ diharapkan bisa
mendapatkan pijakan yang kuat guna dalam penulisan skripsi nantinya.

2. Pencarian data Lapangan

Selain menggunakan studi literatur guna mendapatkan data juga akan
mengadakan proses pencarian data lapangan, vaitu dengan cara interview
(wawancara) dengan pihak-pihak yang dianggap punya kaitan dengan judul
skripsi 1m serta bisa diakses informasinya, khususnya dengan Bapak Setyanto,

selaku Kepala Tata Usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.
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1.5.4 Analisa Data

Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan
analisa data. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode
deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang memberi keterangan, penjelasan dan
untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi
yang bersifat ungkapan monografis dari responden. Untuk menyampaikan segala
informasi dan data yang sudah diperoleh kemudian menerapkannya menurut
landasan hukum yang berlaku dari teori-teori yang sudah ada sehingga akhirnya
dapat memberikan suatu kesimpulan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).

Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang dilakukan dengan
menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari hal
yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat
deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap
mengenal masalah yang dibahas sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai.
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II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dalam prakteknya tidak jarang terjadi
pelanggaran terhadap peraturan atau perjanjian yang telah disepakati. Pelanggaran
ttu merupakan perbuatan yang merugikan, dimana seseorang dianggap telah
melakukan perbuatan merugikan pihak lainnya dan bertentangan dengan peraturan
yang berlaku yang mengikatnya. Oleh karena itu agar tidak terjadi pelanggaran
maka. diadakan pembatasan akan hak dan kewajiban antara para pihak terutama
yang ada di pihak perusahaan asuransi jiwa dan agen asuransi jiwa. Batasan
tersebut pada umumnya tertuang dalam surat perjanjian kerja antara agen dan
perusahaan asuransi jiwa. Namun meskipun sudah ada batasan tentang pengaturan
kerja antara agen dan perusahaan asuransi jiwa masih ada keluhan-keluhan dari
tertanggung yang kebanyakan merasa dirinya dirugikan oleh agen asuransi jiwa,

Perbuatan yang merugikan tertanggung yaitu agen menyalahgunakan uang
premi tertanggung yang seharusnya disetorkan pada perusahaan asuransi jiwa.
Dalam penyalahgunaan uang premi ini agen memalsukan kwitansi resmi vaitu
dengan menggunakan kwitansi biasa yang dipasarkan di toko-toko umum. Namun
dapat juga dengan menggunakan kwitansi resmi dari perusahaan, vang jelas-jelas
memang disengaja. Hal ini mengakibatkan tertanggung menerima teguran dari
pithak perusahaan asuransi jiwa bahwa ia telah menunggak membayar premi
asuransi dan apabila tunggakan tersebut tidak segera dilunasi maka perjanjian
asuransi jiwa akan dibatalkan dan premi yang telah dibayarkan akan hilang karena
belum ada nilai tebus atau nilai tunai sehingga jelas bahwa perbuatan yang
dilakukan agen asuransi jiwa ini merugikan tertanggung karena kepercayaan yang
telah diberikan telah disalahgunakan,

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tertanggung tidak dapat menerima
hal ini, karena dia telah membayar premi asuransi sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan, Tertanggung dalam hal i perlu datang sendiri ke kantor asuransi

Jiwa ataupun dengan mengirimkan kembali surat pemberitahuan penyesuaian
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pembayaran premi kepada penanggung untuk menerangkan duduk persoalan vang
sebenarnya dan menggugat pihak perusahaan asuransi, karena apa vang dilakukan
agen adalah berada dalam ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab
perusahaan asuransi jiwa dan juga perusahaannya serta menjaga kepercavaan yang
diberikan pemegang polis kepadanya.

Kasus seperti di atas pernah terjadi di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
Distrik Jember. Salah satu contoh kasus adalah sebagai berikut ;

Seorang tertanggung atas nama Ny. Marwiyati mengikuti asuransi jenis
Multiguna Eksekutif dengan nomor polis G 9502772 dengan masa pertanggungan
I5 tahun yang dimulai sejak tanggal | Maret 1995 dan berakhir sampai dengan
1Maret 2010. Asuransi tersebut dilakukan dengan perantaraan seorang agen. Dia
membayar premi pertamanya dan juga pembayaran premi selanjutnya yang
diperjanjikan adalah setiap triwulan sekali melalui agen tersebut.

Pada bulan September 2000 tertanggung Ny, Marwiyati menerima surat
pemberitahuan dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember perihal
penyesuaian pembayaran premi tertanggung berdasarkan pembukuan perusahaan,
Dimana dalam surat pemberitahuan tersebut dikatakan bahwa menurut
pembukuan perusahaan, tertanggung vang bersangkutan belum melakukan
pembayaran premi vang seharusnya telah dibayar pada bulan Juni tahun 2000.
Tertanggung merasa sudah membayar preminya melalui agen asuransi yang telah
melakukan penagihan kepadanya, maka tertanggung Ny. Marwiyati melakukan
sanggahan dengan mengirimkan surat pemberitahuan penyesuaian pembayaran
premi kembali kepada penanggung disertai pernyataan bahwa dia telah
membayarkan preminya melalui agen yang biasanya rutin menagih pembayaran
preminya.

Akibat adanya kejadian seperti diatas, maka perlu adanya tindakan tegas
terhadap agen asuransi dan upaya penyelesaian dari pihak penanggung mengenai
adanya penyalahgunaan uang premi tertanggung oleh agen, agar nantinya jangan

sampai kejadian yang sama akan terulang lagi.
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2.2 Dasar Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1313
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.

b. Pasal 1320
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1338
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”

d. Pasal 1365
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lmin, mewajibkan orang vyang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”™

e. Pasal 1792
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
memberikan kekuasaan kepada seorang lain, vang menerimanva, untuk atas
namanya menyelenggarakan suatu urusan”

I, Pasal 1802

Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa vang telah
diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang
segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa
yang diterimanya itu tidak seharusnyva dibayar kepada si pemberi kuasa
Kitab Undang-undang Hukum Dagang
Pasal 255
“Suatu pertanggungan harus di buat secara tertulis dalam suatu akta yang
dinamakan polis™.
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3,

10

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pasal 263 ayat (1)

Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat vang dapat
menmimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau vang
diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memalkai
atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak di palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
karena pemalsuan surat, dengan pidana pemjara paling lama enam tahun.

Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena
mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
Pasal 1 angka |

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita
tertanggung, vang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
membernkan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.

Pasal 1 angka 10

“Agen Asuransi adalah seorang atau badan hukum yang kematannya

memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama

penanggung”.

Pasal 3 sub b angka 5

“Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka
pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung”

Pasal 21 ayat (2)

“Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000

(dua miliar lima ratus juta rupiah)”,
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Pasal 21 ayat (3)

Barangsiapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau
mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan
Asuranst Keiugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
2,500,000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian.

5. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia = Nomor.
225/KMK.017/1993 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Dan

Perusahaan Reasuransi.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian-perjanjian itu pada dasarnya tidak terikat pada suatu bentuk.
Perjanjian dapat dibuat secara lisan, dan jika dimuat dalam sesuatu tulisan, maka
ini kebanyakan kali hanya bersifat sebagai alat pembuktian,

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada scorang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, (Subekti, 1990:1).

Secara umum pengerlian perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

2, Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak vang satu (yang
berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang
berhubungan/debitur), yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung
jawab atas suatu prestasi (Sri Rejeki Hartono, 2000:82)

Sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dan harus memenuhi
ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal-pasal yang melindungi Pasal tersebut,
ialah Pasal 1321-1329 KUHPerdata. Persetujuan asuransi pada hakikatnya bersifal
konsensual, yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk

mengadakan asuransi, maka terbentuklah persetujuan asuransi itu,
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Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-

syarat umum sebagai berikut :

a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
¢. suatu hal tertentu;

d. suatu sebab yang halal.

Keempat hal tersebut di atas tidak boleh dilakukan karena adanya
kekhilafan, paksaan ataupun karena tipuan. Sedangkan untuk syarat khusus bagi
perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Buku 1 Bab IX
Bagian ke-3 Pasal 302-308 KUH Dagang ialah
1). Asas indemnitas/principle of indemnity.

2). Asas kepentingan/principle of insurable interest.
3). Asas kejujuran yang sempurna/ut most good faith.
4), Asas subrogasi pada penanggung,

a. asas indemnitas;

Asas indemnitas adalah salah satu asas utama dalam perjanjian
asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme keria dan
memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk
asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan
spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak
tertanggung oleh pihak penanggung.

b. asas kepentingan,

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus
mempunyai kepentingan vang dapat diasuransikan, maksudnya ialah
bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan
akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan vang
bersangkutan menderita kerugian.

¢. asas kejujuran yang sempurna;

Asas kejujuran ini sebenamya merupakan asas bagi setiap

perjanjian, sehingga harus dipenubi oleh para pihak yang mengadakan

perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu
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perjanjian akan menyebabkan adanva cacat kehendak, sebagaimana makna
dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal-pasal 1320-
1329 KUH Perdata. Bagaimanapun juga itikad baik merupakan satu dasar
utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada
dasarnya juga tidak melindungi pihak vang beritikad buruk.

d. asas subrogasi penanggung,

Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur pada Pasal 284 KUH
Dagang tersebut di atas adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi
logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah
memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena
dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan merjadi
diuntungkan. Artinya tertanggung disamping sudah mendapat ganti
kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak

ketiga (meskipun ada alasan hak untuk itu),

2.3.2 Asuransi
2.3.2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa Indonesianya : Pertanggungan menurut
pengertian yuridisnya dapat ditemui dalam Pasal | angka | Undang-undang
Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, adalah sebagai berikut :

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketipa yang mungkin akan di derita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa vang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan Pengertian Asuransi menurut Pasal 246 KUHD, maka dapat
disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, ialah -

| Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “verzekerde"

yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung

(verzekeraar), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
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2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang
kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud
unsur ke 3 berhasil.

3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Pengertian asuransi menurut Dewan Asuransi Indonesia dalam kertas

kerjanya dalam Simposium Hukum Asuransi adalah sebagai berikut :
Asuransi atau pertanggungan (verzekering), didalamnya tersirat pengertian adanya
suatu risiko, yang terjadi belum tentu dapat dipastikan dan adanya pelimpahan
tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup
mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang
melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang,
kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab. (Sri Rejeki Hartono,
2001:12)

Tujuan Asuransi adalah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan
peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibarapkan terjadi kepada orang lain yang
mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Untuk mengganti kerugian pada
tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita
kerugian dan benar-benar menderita kerugian (Emmy Pangaribuan Simanjutak,
1980:12).

Di samping asas-asas yang telah terscbut di atas, asuransi mempunyai
beberapa sifat antara lain
1) Sifat persetujuan

Semua asuransi berupa suatu persetujuan tertentu, yaitu suatu permufakatan
antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan yang
dalam persetujuan itu seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau
lebih.
2) Sifat timbal balik

Persetujuan asuransi atau pertanggungan ini, merupakan sualu persetujuan
timbal-balik, yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan
sesuatu bagi pihak lain.

Pihak terjamin, berjanji akan membayar sejumlah uang (uang asuransi)

kepada pihak terjamin, apabila peristiwa tertentu akan terjadi.
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Sifat konsensual

Persetujuan asuransi, merupakan suatu persetujuan vang bersifat konsensual,
vaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanva kata sepakat belaka antara
kedua belah pihak,

Sifat perkumpulan

Ada pembagian asuransi secara premi dan asuransi saling menjamin. Jenis
asuransi saling menjamin yang bersifat perkumpulan terbentuk diantara para
terjamin selaku anggota.

Sifat perusahaan.

Jenis asuransi secara premi, diadakan antara pihak penjamin dengan pihak
terjamin, tanpa ikatan hukum di antara terjamin ini dengan orang-orang lain
yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin tadi.

Dalam hal ini biasanya pihak penjamin bukan seorang individu, melainkan
hampir selalu suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan
untung rugi dalam tindakan-tindakannya

Badan ini akan beruntung, apabila dalam satu tahun tidak perlu membayar
uang-uang asuransi kepada para terjamin karena jarang atau sama sekali tidak
terjadi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan pembayaran uang asuransi,
Dengan demikian, badan yang menjadi pihak penjamin ini memikul banyak
risiko. Oleh karena itu, kebanyakan badan penjamin dalam asuransi itu
biasanya dibentuk secara perseroan terbatas.

Sifat-sifal tersebut di atas secara garis besar dapat di sarikan sebagai

berikut :

a)
b)

c)
d)

e)

Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan suatu perjanjian,

Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersvarat (pelaksanaan perjanjian
bergantung pada suatu yang tidak tertentu atau tidak pasti),

Bahwa perjanjian 1tu bersifat timbal balik,

Bahwa tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan risiko kepada
penanggung (yang dilanjutkan dengan menyebarkan/membagi-bagikan risiko),
Bahwa dengan mengalihkan risiko itu ada kewajiban tertanggung membayar

premi,
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f) Bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi sejumlah vang diderita dari

penanggung. Kalau ada ganti rugi berarti bahwa tertanggung sungguh-sungguh

menderita rugi dan ia akan memperolch sejumlah uang dari penanggung

sebagal pengganti dari kerugian yang ia derita,

g) Bahwa di dalam perjanjian asuransi itu pada pihak tertanggung vang menerima

ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan atas peristiwa yang

tidak tertentu itu agar ia tidak menderita rugi.

Asuransi dapat digolongkan menjadi :

(1). Penggolongan secara yuridis, vaitu ;

(a)

(b)

Asuransi kerugian (Schade Verzekering).

Adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa
penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa
pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian
vang diderita oleh pihak yang disebut terakhir,

Asuransi Jumlah (Sommen Verzekering),

Adalah suatu perjanjian asuransi vyang berisi ketentuan bahwa
penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran

sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.

(2). Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak,

vaitu ;

(a).

(b).

Asuransi Sukarela ( Voluntary Insurance)

Adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadi didasarkan kehendak
bebas dari pihak yang mengadakan,

Asuranst Wajib (Compuisory Insurance)

Adalah asuransi yang dibentuk diharuskan oleh suatu ketentuan

perundang-undangan,

(3). Penggolongan berdasarkan tujuan. vaitu |

{a).

Asuransi Komersial (Commercial Insurance)
Adalah asuransi yang pada umumnya diadakan oleh perusahaan

asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga kebutuhan utamanya adalah
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memperoleh keuntungan.
(b). Asuransi Sosial (Social Insurance)
Adalah asuransi yang diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh
keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (Sosial
Security) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat
(4). Penggolongan berdasarkan sifat penanggung, yaitu -
(a). Asuransi Premi (Premic Vi erzekering)
Adalah suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan masing-
masing ftertanggung dan antara tertanggung yang satu dengan
tertanggung yang lain tidak ada hubungan hukum.
(b). Asuransi Saling Menanggung (Onderlinge Verzekering)
Adalah suatu asuransi yang mempunyai sifat kerjasama (Cooperatif
Character), tujuannya  bukan untuk memperoleh  keuntungan,
melainkan saling membagi risiko (M. Suparman sastrawidjaja,
1997:82-89)
Penggolongan asuransi menurut Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang terdapat dua jenis asuransi, yaitu :
I. Asuransi kerugian, yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi pertanian,
asuransi laut, serta asuransi pengangkutan
2. Asuransi Jiwa.
Perbedaan pokok dari dua jenis asuransi tersebut adalah - pada asuransi
Jiwa “peristiwa yang tak tertentu” terjadi bila terjadi kematian dalam tenggang
waktu yang lebih singkat daripada waktu yang disebutkan dalam polis. Pada
asuransi kerugian “peristiwa tak tertentu” terjadi bila pada masa tenggang waktu
yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian,
Pada asuransi jiwa jumlah vang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih
dahulu (Pasal 305 KUHD). Pada asuransi kerugian, Jumlah ganti kerugian
dihitung dengan membandingkan harga barang vang rusak sebagai akibat

hilang/terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehi langan/kebakaran,
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2.3.2.2 Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa yang Kita kenal sekarang ini mengalami jalan vang amat
panjang, melalui kurun waktu yang berabad-abad lamanya Mulai dari cara vang
amat sederhana sampai pada pelaksanaan admimstrasi vang modern sekarang ini.
Sebagai akibat makin majunva peradaban manusia, bertambah pula usaha manusia
untuk mengadakan penjagaan-penjagaan terhadap dirinya untuk melindungi hak-
hak yang mungkin timbul yang akan mengakibatkan kerugian padanya

Mollengraafl’ mengajukan dua macam definisi asuransi jiwa -

1. pertanggungan jiwa dalam arti luas meliputi semua perjanjian tentang
pembayaran sejumlah uang pokok (kapitaal) atau suatu bungs, yang
didasarkan atas kemungkinan hidup atau matinya seseorang (Pasal 308
KUHD), dan oleh karena itu pembayaran uang pokok atau pembayaran uang
premi atau kedua-duanya bagi segala jenis (pertanggungan jiwa) digantungkan
pada hidup atau matinya satu atau beberapa orang tertentu,

2. Dalam arti sempit, pertanggungan jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran
uang pokok, satu jumlah sekaligus, pada waktu hidup atau matinya orang vang
ditunjuk (H.M.N Purwosutjipto, 1996:9),

Tertanggung/pemegang polis keterikatan hubungannya dengan pihak
perusahaan asuransi jiwa (penanggung) muncul sejak adanya kata sepakat dari
pihak tertanggung kepada perusahaan asurans:. Secara umum inilah vang disebut
sebagai perjanjian konsensual. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya
polis asuransi jiwa. Substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang
pertanggungan (asuransi) vang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD), dalam hal i Pasal 302-308 KUHD, serta ketentuan-ketentuan
instansi pembina perasuransian (Instrumen Hukum Administrasi Negara), dalam
hal im Menteri Keuvangan Rl Kegiatan perusahaan asuransi (jiwa)nya tunduk
pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 seringkali dengan terbitnya polis itu
berarti secara serta merta tertanggung tunduk pada ketentuan-ketentuan syarat-
syarat umum polis yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi.

Hal-hal yang biasanya dituangkan dalam polis asuransi jiwa dan

ketentuan/syarat-syarat umum polis dan harus diperhatikan sebagai berikut -
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Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, meliputi penanggung (perusahaan
asuransi jiwa), pemegang polis (tertanggung). pihak vang ditunjuk untuk
menerima uang pertanggungan (suamifistri, anak dan/orang tua);

Jenis asuransi/pertanggungan jiwa yang diikuti tertanggung, Untuk ini
diperlukan pemahaman tertanggung terhadap produk-produk asuransi jiwa
yang ditawarkan. Dalam asuransi terdapat pula produk yang dikemas dengan
program beasiswa berencana. Jenis asuransi ini memberikan beasiswa untuk
anak tertanggung pada waktu yang telah ditentukan selama masa
pertanggungan. Bila  tertanggung meninggal  dunia  dalam  masa
pertanggungan, disamping menerima uang pertanggungan, anak tertanggung
akan tetap menerima beasiswa pada waktu yang telah ditentukan dalam polis;
Jumlah uang pertanggungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya
Jumlah uang pertanggungan ini akan berpengaruh pula terhadap besarnya
premi yang dibayarkan,

Besarnya premi yang dibayarkan yang dihitung dan dipahami secara teliti
oleh tertanggung sesuai dengan kemampuan keuangan tertanggung;

Masa berlakunya polis (masa pertanggungan) berkisar 10, 15 atau 20 tahun,
Penetapan lamanya masa pertanggungan atas dasar kesepakatan kedua belah
pihak, dengan sendirinya sama dengan masa pembayaran premi asuransi jiwa
yang dukuti tertanggung,

Manfaat asuransi, yakni sejumlah pembayaran dan/atau kompensasi yang
menjadi hak tertanggung atau pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran, baik karena terjadinya risiko kematian pada tertanggung atau
berakhimya masa pertanggungan. Besarnya manfaat yang diperoleh
tertanggung atau pihak yang ditunjuk bergantung pada jenis asuransi jiwa
yang diikuti;

Tata cara pembayaran manfaat asuransi. Dalam hal tertanggung meninggal
dunia, maka pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi segera
mengajukan klaim pembayaran/pencairan manfaat asuransi. Pengajuan klaim
dilengkapi persyaratan :

1). Polis asuransi jiwa;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

2). Bukti pembayaran premi terakhir;

3). Bukti identitas vang bersangkutan;

4). Sural keterangan Dokter/Pejabat vang berwenang menerangkan sebab-
sebab meninggalnya tertanggung.

Berakhirnya masa pertanggungan dengan sendirinya mewajibkan perusahaan

asuransi membayarkan manfaat asuransi, meskipun tertanggung masih hidup.

Untuk kepentingan hukum tertanggung, hendaknya tertanggung membiasakan

tertib administrasi dengan meminta bahkan mendesak perusahaan asuransi

untuk memberikan bukti pengajuan pembayaran/pencairan manfaat asuransi;

Tata cara penagihan/pembayaran premi asuransi. Sebaiknya tertanggung tetap

mewaspadal atas berbagai bentuk pelayanan pembavaran premi, seperti

penagihan premi ke alamat rumah/kantor tertanggung, penagihan premi lewat
kartu kredit, dan sebagainya, pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk
pemasaran produk asuransi.

Pembatalan polis sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi

dalam hal terpenuhinya satu atau lebih syarat, sebagai berikut :

a) Pemegang polis memberikan keterangan atau pernyataan tidak jujur atau
sengaja dipalsukan pada wakiu mengisi formulir-formulir vang
disiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi. Pemberian
keterangan/pernyataan tersebut diberikan sebelum diterbitkannya polis
(perjanjian) asuransi;

b) Selambat-lambatnya dalam masa leluasa (biasanya kurang lebih 3 bulan)
sejak tertunggaknya pembayaran premi, tertanggung belum juga
melunasi pembayarannya.

Konsekuensi pembatalan polis berdasarkan alasan butir a, tidak memberikan

hak apa pun kepada tertanggung untuk menuntut pembayaran, kecuali

tertanggung dapat membuktikan keterangan atau pernyataannya dibenkan
secara jujur dan benar. Sebaliknya pembatalan polis pada butir b, memberi
hak kepada tertanggung atas pembavaran nilai tunai. Bila polisnya telah
mempunyai nilai tunai. Perincian besarnya nilai tunai itu sesuai dengan daftar

yang dilampirkan pada polis. Sangat dianjurkan kepada tertanggung untuk
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meminta penjelasan secara terperinci mengenai perhitungan nilai tunai ity
sebelum tertanggung menyetujui mengikuti asuransi jiwa. Pastikan pula
informasi nilai tunai yang diinformasikan itu tidak berbeda dengan yang
dilampirkan pada polis asuransi.

1. Penolakan pembayaran klaim manfaat asuransi terjadi dalam hal :
a) Tertanggung meninggal dunia karena bunuh dirt;
b) Tertanggung meninggal duna karena kejahatan yang dilakukannya:
¢) Tertanggung meninggal dunia karena perkelahian, kecuali sebagai pihak

vang membela diri.

Perusahaan asuransi walaupun menolak pembayarannya berdasarkan salah
satu alasan itu, perusahaan asuransi tetap berkewajiban membayarkan nilai
tunainya atas polis yang telah memiliki nilai tunai. Sebaliknya bila
tertanggung terbukti memnggal dunia akibat kejahatan yang dilakukan pihak
ketiga, yaitu pihak yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan, maka
perusahaan asuransi dibebaskan untuk tidak membayar apa pun kepada pihak

ketiga itu.

2.3.3 Pengertian Premi

Premi adalah salah satu unsur penting dalam pertanggungan, karena premi
adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung
Dalam hubungan hukum pertanggungan, penanggung menerima peralihan risiko
dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.
Apabila premi tidak dibayar maka setidaknya pertanggungan itu tidak berjalan.
{ Abdulkadir Muhammad, 1990 - &80).

Penanggung yang telah mengambil alih nisiko tertanggung itu agar tidak
rugi, maka dia menentukan besarnya uang premi sedemikian rupa, sehingga
menurut perhitungan yang didasarkan atas pengalaman dan statistik, diz tidak
akan menderita rugi. Dalam menentukan besarnya uang premi, sebagaimana telah
di tetapkan oleh Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor, 225/KMK.017/1993, dalam asuransi kerugian harus mempertimbangkan
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1. Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and profile) jenis
asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir,

2. Biaya perolehan, termasuk komisi agen;

3. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

Penetapan premi untuk asuransi jiwa harus mempertimbangkan -

I, Premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, dan tabel mortalita
yang digunakan,

2, Biaya perolehan, termasuk komisi agen;

3. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya;

4. Prakiraan hasil investasi dan premi.

Premi harus dibayar dimuka berdasarkan premi tahunan namun atas
persetujuan perusahaan asuransi pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa
angsuran. Nilai nominal premi yang harus dibayar tertanggung tergantung pada
masing-masing jenis asuransi yang diikuti. Jenis asuransi Multiguna Eksekutif
seperti yang diikuti tertanggung dalam kasus yang terdapat dalam skripsi ini, nilai
nominal premi teckecilnya adalah sebesar Rp. 30.622 - (tiga puluh ribu enam ratus
dua puluh dua rupiah), Premi harus dibayar oleh tertanggung secara teratur pada
saat tanggal jatuh waktu pembayarannya di kantor atau perusahaan atau tempat
lain yang telah ditentukan bersama antara pihak penanggung dan tertanggung,
kecuali jika ada pungutan premi dilakukan oleh petugas penagih, dalam hal ini
adalah agen atau petugas asuransi yang lain vang ditunjuk oleh perusahaan

2.3.4 Pengertinn Agen Asuransi

Penanggung yang biasanya perusahaan besar dalam mencari pihak vang
ingin mempertanggungkan bendanya yang dalam praktek 1a menunjuk petugas
yang cisebut agen atau petugas dinas luar. Seorang agen adalah orang vang
bekerja untuk perusahaan pertanggungan secara reguler, tetapi ia bukan pegawai
perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan (bukan dalam hubungan dinas)
melainkan mitra kerja dengan perusahaan asuransi

Petugas Dinas Luar disini adalah orang yang bekerja untuk kepentingan
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perusahaan asuransi. Petugas ini dapat berupa karvawan perusahaan asuransi yang
bersangkutan dapat juga orang luar yang bukan karvawan perusahaan asurinsi.
Mereka mendatangi pihak calon tertanggung yang ingin mempertanggungkan
bendanya baik datang ke kantor perusahaannya ataupun datang ke rumah
kediamannya, terutama pada asuransi jiwa semakin banvak dia memperoleh
tertanggung makin besar upah atau kuartasi yang dia terima (Abdulkadir
Muhammad, 1994 : 413,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka 10 menyebutkan
agen asuransi adalah scorang atau badan hukum yang kegiatannva memberikan
Jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung,

Pengertian umum dari agen asuransi jiwa menurut PT. Asuransi Jiwa
Bumi Asih Jaya adalah petugas asuransi yang ditugaskan oleh perusahaan untuk
menjual produk asuransi dan menawarkan jasa asuransi kepada masyarakat. Agen
adalah termasuk Petugas Dinas Luar, Jadi agen adalah salah satu jabatan
seseorang scbagal Petugas Dinas Luar. Pencrapan sanksi terhadap agen atau
petugas dinas luar lain apabila terjadi penyalahgunaan uang premi tertanggung
atau pelanggaran lain adalah sama, yaitu didasarkan kesalahan yang dilakukan.
(Wawancara dengan Bapak Setyanto, Kepala Tata Usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi
Asih Jaya Distrik Jember),

Pegawai tetap dari perusahaan asuransi jiwa dapat menjadi seorang agen,
dengan syarat bahwa kegiatan keagenannya dilakukan diluar jam kerja atau
sebagai kegiatan sampingan saja. Kegiatan keagenan pegawai tetap perusahaan
disint tidak terikat pada suatu kesepakatan kerja agen seperti yang diberlakukan
terhadap agen yang bukan pegawai perusahaan atau bukan bagian dari
perusahaan. Sanksi yang diberikan apabila terjadi penyalahgunaan uang premi
tertanggung atau pelanggaran-pelanggaran lain adalah sama dengan sanksi yang
diberikan terhadap agen atau petugas dinas luar lain yang melakukan kesalahan
yang sama,

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi agen asuransi
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun
1992 adalah sebagai berikut :
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Warga Negara Indonesia.

Berkelakuan baik yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
yang berwenang.

Mempunyai alamat yang jelas.

Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.

Memiliki tanda lulus keagenan asuransi jiwa

Memiliki surat perjanjian atau kontrak keagenan dari suatu perusahaan
asuransi jiwa yang telah memiliki ijin usaha yang masih berlaku dari Menteri
Keuangan.

Agen asuransi adalah sebagai duta perusahaan maksudnya disim adalah

sehubungan dengan tugas vang diberikan kepada para agen oleh perusahaan untuk

mencari, menawarkan, memberi pelayanan kepada para calon tertanggung

tersebut menjadi berminat untuk mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan

penanggung, dalam hal im adalah perusahaan asuransi jiwa,

Agen asuransi merupakan tenaga utama pemasaran dan duta sekaligus

orang Kepercayaan perusahaan asuransi jiwa juga calon tertanggung. Adapun

rangkaian tugas dari agen asuransi tersebut sebagai duta perusahaan adalah

sebagai berikut :

a.

mencari dan mengumpulkan nama-nama orang yang dianggap dapat menjadi
tertanggung,

yaitu dalam mencari calon tertanggung agen melakukan kegiatan vang
dinamakan prospection, maksudnya dalam mencan calon tertanggung,
observasi vaitu mengadakan pengamatan terhadap calon tertanggung, rererensi
yaitu mengenal calon tertanggung melalui orang lain, dan kunjungan langsung
mengadakan pendekatan kepada calon tertanggung,

agen dalam menawarkan asuransi mempunvai cara dan kemampuan yang
berbeda untuk menarik minat kepada calon atau orang vang dianggap mampu
membeli polis asuransi.

mengadakan penyajian program;

pada saat ini seorang agen akan diuji kemampuannyva dalam menyajikan
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program yang merupakan suatu penawaran dan harus mampu menarik minat
dari calon tertanggung.

mengadakan penutupan;

saat ini adalah saat yang ditunggu oleh agen karena tugasnya sebagai seorang
duta perusahaan akan mencapai tujuan akhir,

memberikan pelayanan purna jual;

adalah agen akan mengadakan kunjungan secara periodik sehingga dapat
dijadikan alat kontrol perusahaan diwakilinya, sedangkan agen memberikan
pelayanan purna jual yaitu pada saat ia mengantarkan polis kepada

tertanggung/pemegang polis.

Hak dan kewajiban timbul karena adanya suatu hubungan hukum baik

yang lahir dari ketentuan Undang-undang maupun vang timbul adanya suatu

perjanjian. Demikian juga halnya dengan agen asuransi mempunyai hak dan

kewajiban yang timbul dan suatu perjanjian. Kita telah mengetahui bahwa salah

satu syarat untuk mendapatkan ijin usaha keagenan asuransi jiwa adalah memiliki

sural perjanjian kontrak keagenan dari salah satu perusahaan asuransi jiwa, Dzlam

hal ini seperti disebutkan dalam surat perjanjian keagenan tersebut tercantum hak-

hak dan kewajiban dan agen asuransi jiwa.

1.

3),
4).

Kewajiban-kewajiban dari agen asuransi:
agen menerima tugas/pekerjaan dari perusahaan untuk memasarkan asuransi
Jiwa untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa dan kewajiban
menyelenggarakan akuisisi yaitu mencan dan menutup asuransi jiwa vang

ditawarkan sesuai dengan svarat-syarat dan ketentuan dari perusahaan;

. agen dalam menjalankan tugas harus menyusun administrasi yang baik

mengenai kegiatannya;

agen harus mengikuti pertemuan pagi di Unit setiap hari.

agen asuransi berkewajiban menyetorkan premi vang berhasil dikutip atau
ditagih dari pemegang polis tidak lebih dari 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat)

jam sejak diterimanya premi tersebut;

5). agen asuransi berkewajiban untuk memelihara dan memberikan pelayanan
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6).

7).

8).
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yang baik kepada tertanggung, memelihara polis-polis tutupan pribadi atau
substitusi supaya tetap imforce dan memberikan penjelasan setiap waktu
kepada tertanggung;

agen asuransi wajib menjaga dan memelihara barang inventaris perusahaan,
seperti surat permohonan, tabel premi, brosur dan mempertanggungjawabkan
segala pemakaiannya;

selama bekerja pada perusahaan tidak akan menjual program asuransi jiwa
dari perusahaan asuransi jiwa lainnya;

agen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut diatas, tidak
diperkenankan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan
perusahaan, kode etik perusahaan asuransi jiwa dan atau perundang-undangan
yang berlaku,

Agen dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut diatas juga diberi

hak-hak yaitu menerima imbalan-imbalan dari perusahaan berupa pendapatan-

pendapatan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

al.

b).

d).

e).

SUJ (Sumbangan Uang Jalan);

Pendapatan ini diperoleh jika sesuai dengan target yang ditentukan,

Provisi (Komisi);

Pendapatan ini didasarkan pada produktivitasnya didalam mencari calon

nasabah.

. Perangsang:

Pendapatan ini diberikan setiap 3 (tiga) bulan apabila telah melebihi target
vang ditentukan.
Inkaso;
Pendapatan ini diperoleh dari komisi penagihan sebesar 3% dari hasil yang
diperolehnya.
Kesempatan berkarir sebagai agen asuransi yang berprestasi.

Hak-hak agen tersebut sewakiu-waktu dapat diadakan perubahan baik

mengenal syarat-syarat maupun besarnya jumlah atau jumlahnya menurut

pertimbangan perusahaan semata-mata dan diatur didalam ketentuan yang berlaku

serta mengikat agen.
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Berdasarkan hak dan kewajiban agen asuransi jiwa tersebut, dapat
dikatakan bahwa pada dasarnya kewajiban seorang agen adalah 1a bertindak untuk
kepentingan penanggung dan ia didalam menjalankan kewajibannya tidak boleh
melebihi wewenang seperti yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjanva.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut diatas apabila agen
asuransi jiwa melebili kewajiban-kewajiban yang ditugaskan kepadanya dimana
hal tersebut merugikan tertanggung, maka lebih baik tertanggung menggugat
pihak perusahaan asuransi jiwa, karena apabila ia menggugat pihak agen yang
bersangkutan, ada kemungkinan gugatannya tidak terpenuhi tetapi apabila 1a
menggugat pihak perusahaan asuransi, maka kemungkinan pemenuhan atas
gugatannya tersebut dapat tercapai karena hal ini pthak perusahaan sendiri
berusaha menjaga nama baik pihak perusahaan asuransi jiwa serta menjaga
kepercayaan yang telah diberikan oleh tertanggung kepada pihak perusahaan

asuransi jiwa yang bersangkutan.

2.3.5 Pengertian Wanprestasi

Pengertian wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda “wanprestatie”
artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik
perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan vang tmbul karena
undang-undang,

Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu :
1. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian,
2. karena keadaan memaksa (force majenre), jadi diluar kemampuan debitur,

debitur tidak bersalah. (Abdulkadir Muhammad, 1992:20)

Menentukan apakah debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu
ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur untuk dapat dikatakan
sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada beberapa keadaan, antara lain
a  Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali,

b, Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru,

¢. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
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Alasan kedua dari wanprestasi adalah keadaan memaksa (overmacht! force
majeure). Pengertian keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya
prestasi oleh debitur karena terjadi suatu prestasi bukan karena kesalahan,
peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada
waktu membuat perikatan (Abdulkadir Muhammad, 1992:27).

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu adalah
1). Tidak terpenuhinya prestasi karena suatu peristiwa vang membinasakan atau

memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan, ini bersifat tetap;

2). Tidak dapat terpenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi
perbuatan debitur untuk berprestasi, im dapat bersifat tetap maupun
sementara;

3). Peristiwa itu dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat
perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. Jadi bukan kesalahan pihak-
pthak khususnya debitur. (Abdulkadir Muhammad, 1992:28).

2.3.6 Pengertian Penyalahgunaan Uang Premi

Penyalahgunaan premi disini adalah suatu keadaan dimana patugas
asuransi’kolektor telah berhasil menagih pembayaran premi dari tertanggung
tetapt tidak disctorkan ke perusahaan, namun disalahgunakan untuk kepentingan
pribadinya (Wawancara dengan Bapak Setyanto, selaku Kepala Tata Usaha PT,
Asuransi Jiwa Bumi Asih Java Distrik Jember).

Penyalahgunaan uang premi dapat dilakukan oleh agen dengan
memalsukan bukti pembayaran premi yang resmi, dalam hal ini adalah kwitansi
palsu maupun dapat dilakukan dengan menggunakan kwitansi resmi. Pemberian
kwitansi palsu ini masih dimungkinkan karena tertanggung yang sudah menaruh
kepercayaan yang besar terhadap penanggung, pada waktu membayar premi
percaya sepenuhnya bahwa bukti pembayaran premi yang diterimanya adalah asli,
Bahkan ada tertanggung yang sudah percaya meskipun bukti pembayaran
preminya hanya berupa secarik kertas maupun tidak diberikan bukti pembayaran
premi sama sekali(Wawancara dengan Bapak Setyanto, selaku Kepala Tata
Usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember),
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Hal tersebut di atas sebenarnya jelas-jelas merugikan tertanggung dan
tidak sesuai dengan teori yang ada. Dimana suatu bukti pembayaran premi yang
resmi adalah berupa kwitans: resmi dari perusahaan asuransi.

Kwitansi resmi dan kwitansi biasa ini masing-masing mempunyai ciri dan
kedudukan hukum berbeda yaitu:

I. kwitansi resmi

kwitansi ini adalah tanda pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan
asuransi jiwa yang mempunyvai ciri vaitu mempunyai kepala kwitansi yang
menyebutkan instansi yang membuatnya yaitu perusahaan PT. Asuransi Jiwa
Bumi Asih Jaya, nomor kwitansi dan nomor seri yang ditetapkan oleh pihak
perusahaan asuransi jiwa, Kwitansi ini mempunyai kekuatan hukum tetap setagai
alat pembayaran dan keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan didepan
pengadilan yaitu sebagai alat bukti autentik bagi si pemegangnya bahwa telah
dibavarkan sejumlah uang untuk memenuhi kewajibannya
2. kwitansi tidak resmi atau biasa

kwitansi ini adalah kwitansi yang sering diperjual belikan di toko-toko
umum yang tidak ada kepala kwitansi dan nomor seri penerbitan sehingga
penggunaannya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan keberadaannya tidak
bisa digunakan sebagai alat bukti autentik maka apabila ada tuntutan hanya
sebagai alat bukti biasa untuk bahan pertimbangan selama belum bisa dibuktikan
dengan kwitansi yang resmi yang dikeluarkan dari perusahaan asuransi jiwa
(Wawancara dengan Bapak Setvanto, selaku Kepala Tata Usaha PT. Asuransi
Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember),

Dalam hal pemalsuan kwitansi ini diatur dalam Pasal 263 avat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Barang siapa membuat secara fidak benar ataun memalsu surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak
dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat memmbulkan kerugian, karena
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun,
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Tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung apabila
agen melakukan perbuatan merugikan tertanggung adalah akan bertanggung
Jawab atas segala yang dilakukan agen, sehingga perusahaan asuransi jiwa akan
mengganti kerugian yang diderita tertanggung. Sedangkan bagi agen asuransi jiwa
yang telah menimbulkan kerugian pada perusahaan asuransi jiwa akan dimintai
pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan dan membenkan sanksi

berdasarkan berat ringannva kesalahan.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

2

Penyelidikan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk
mengetahui adanya penyalahgunaan uang premi oleh agen adalah -
Kegiatan pengontrolan oleh perusahaan asuransi terhadap premi yang
menunggak yang dilakukan setiap bulan, akan dapat diketahui tertanggung
yang belum membayar premi, maka pihak perusahaan akan menginimkan surat
pemberitahuan kepada tertanggung, Jika terdapat ketidaksesuaian antara data
perusahaan dengan keterangan tertanggung, maka pihak perusahaan akan
menugaskan petugas asuransi untuk melakukan penyelidikan melalui
mterview dengan tertanggung yang preminya tertunggak. Perusahaan akan
meminta bukti kepada tertanggung berupa : polis tertanggung dan kwitansi
pembayaran premi terakhir serta kwitansi tidak resmi atau kwitansi tidak
resmi yang diterima tertanggung,
Perusahaan asuransi jika mencurigai bahwa kesalahan terdapat pada
agen, maka akan dilakukan werview dengan agen mengenai terjadinya
penunggakan premi tertanggung vang ditagihnya. Agen jika mengaku, maka
akan diminta pertangpung jawabannya dengan  diselesaikan  secara
kekeluargaan. Agen jika tidak mengaku, maka akan diadakan cross check
antara  keterangan yang diberikan tertanggung dengan keterangan yang
diberikan agen. Setelah diadakan cross check antara agen dengan tertanggung,
agen belum mengaku, maka diadukan kekepolisian untuk selanjutnya di
ajukan ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian lebih lanjut.
Tindukan perusahaan asuransi jiwa terhadap agen vang telah melakukan
penyalahgunaan uang premi tertanggung adalah sebagai berikut -

& Tmdakan penyelesaian secara kekeluargaan;

b, Tindakan penyelesaian secara administratif:

¢. Tindakan penyelesalan secara perdata;

43
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d. Tmdakan penyelesaian pidana;

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh penanggung terhadap agen yang

melakukan penyalahgunaan uang premi tertanggung antara lain :

a.

kesalahanjika terbukti kesalahan terletak pada agen asuransi jiwa, dari
pthak PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan melindungi kepentingan
tertanggung dengan tidak memberhentikan perjanjian asuransi secara
septhak.

premi tertanggung yang jadi tertunggak akibat adanya penyalahgunaan
uang premi oleh agen akan dipulihkan kembali oleh perusahaan asuransi.
berdasarkan bukti-bukti yang ada pihak perusahaan akan mengeluarkan
atau menerbitkan kwitansi pembayaran premi vang resmi atau asli sesuai
dengan kwitansi yang tidak resmi atau kwitansi resmi yang diterima
tertanggung dari agen asuransi jiwa yang bersangkutan dan untuk
selamutnya polis berlaku sebagaimana mestinya

penanggung  akan  menuntul  tanggungjawab  atas  perbuatan

penyalahgunaan uang premi yang dilakukan agen.

3.2 Saran

I. Mencegah terjadinya penyalahgunaan uang premi tertanggung oleh agen

asuransi, maka sebaiknya perusahaan asuransi lebih meningkatkan kegiatan

pengontrolannya terhadap kegiatan penagihan premi yang dilakukan oleh

pegawainya.

2. Tindakan perusahaan asuransi terhadap agen vyang melakukan

penyalahgunaan uang premi sebaiknya lebih dipertegas dalam hal mengganti

uang premi yang telah disalahgunakan, meskipun jumlahnya sedikit. Hal ini

dimaksudkan agar agen vang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya

lagi karena menganggap remeh jumlah premi yang kecil,

3. Upaya penyelesaian akibat adanya penyalahgunaan uang premi sebaiknya

jangan sampai merugikan salah satu pihak. Dimana janpgan sampai di

kemudian hari ada pelimpahan kesalahan terhadap suatu pihak, misalnya

kepada tertanggung,
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LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 225/KMK.017/1993
TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 225/KMK.017/1993
TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA

PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa ketentuan ketentuan  dalam  Undang-undagn Nomor 2 Tabun 1992
tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian memerlukan pengaturan lebih

lanjut mengenai pényelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi;

bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan
mengenai  penvelenggaraan  usaha  Perusahaan  Asuransi dan  Perusahaan
Reasuransi dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Crganisasi Departemen;
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5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presiden Repbulik Indonesia Nomor 35 Tahun
1992;

b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/N/1988 tentang
Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN  USAHA  PERUSAHAAN  ASURANSI  DAN
PERUSAHAAN REASURANSL
BAB I
PROGEAM ASURANSI BARU
Pasal 1
Suatu program asuransi dinilai sebagal program asuransi baru apabila :

a. Program asuransi tersebut dimaksudkan untuk menutup jenis risiko asuransi yang belum pernah

dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi yang bersangkutan: atau
b. Program asuransi tersebut merupakan bentuk perubahan atau pengembangan dari program
asuransi kerugian yang sudah dipasarkan dan untuk pemasarannya dipergunakan perumusan polis

baru; atau

¢. Program asuransi tersebut merupakan bentuk perubahan atau pengembangan dari Program
asuransi Jiwa yang sudah dipasarkan
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Digital Repository Universitas Jember

Pasal 2

(1) Laporan mengenai program asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, khusus untuk asuransi kerugian
harus dilengkapi dengan :

.

b.

d.

Caontah polis berikut lampiran-lampiran;

Uraian dan dasar perhitungan tingkat premi, lengkap dengan asumsi-asumsi
dan data pendukungnya;

Proyeksi underwriting untuk 3 (tiga) tahun mendatang berikut program
reasuransinya;

Uraian cara pemasaran, termasuk contoh brosur yang dipergunakan.

(2) Laporan mengenai program asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) Peraturan Pemecintah Nomor 73 Tahun 1992, untuk asuransi jiwa harus

dilengkapi dengan :

a. Contoh polis berikut lampiran-lampirannya;

b.  Peraturan aktuarls yang berisi uraian perhitungan tarip premi, cadangan premi,
nilai tunal yang menjadi hak pemegang polis, berikut asumsi akivaria dan data
pendukungnya,

¢ Proyeksi underwriting untuk 3 (tiga) tabun mendatang, berikul program
reasuransinya,

d.  Uraian cara pemasaran, termasuk contoh brosur vang dipergunakan,
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(1)

(2)

(1)

()

BAE 11
POLI1S

I'asal 3

Dalam polis asuransi jiwa yang memiliki unsur tabungan harus dicantumkan tabel nilai
tunai yang berlaku bagi polis yang bersangkutan.

Nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dihitung berdasarkan nilai
akumulasi unsur tabungan dalam premi yang telah dibayar.

Pasal 4

Apabila dalam polis terdapal perumusan yang pada akhirnya dapat ditafsickan sebagai
pengecualian atau pembatasan penyebab risiko vang ditutup berdasarkan polis yang
bersangkuan bagian atau bagian-bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak
sedemikian rupa sehingpa dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan
tersebut.

Apabila dalam polis terdapat perumusan yang dapat ditafsitkan sebagal pengurangan,
pembatasan, atau pembebanan kewajiban penaggung, bagian atau bagian-hagian perumusan
dimaksud harus dituli s atau decetak sedemikian rupa sehingga dengan mudah diketahui adanya
pengurangan , pembatasan, alau pembebasan kewajiban penanggung tersebut.

Pasal 5

Dalam polis asuransi dilarang pencantuman suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa,
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Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingpa tedanggung harus menerima penolakan
pembayaran klaim,

Pasal 6

Dialam polis asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembarasan
upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai polis.

Pasal 7
Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur mengenal pemiliban pengadilan dalam hal teijadi
perselisihan yang menyangkut perjanjian asurasi, (idak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada
pengadilan negeri di tempat kedudukan penangpung.

Pasal 8
(1) dalam hal polis asuransi jiwa menjanjikan pembayaran dividen, dalam polis asuransi tersebut
dinyatakan :
a. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh
perusahaan;
b. Rumus perhitungan besarnya dividen;
c. Pembayaran dividen dilakukan secara tunal, kecuall apabila tertanggung atau pihak yang

berhak atas dividen termaksud menentukan lain berdasarkan piliban yang dicantumkan dalam
polis asuransi yang bersanglutan.
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(2)  Rumus perhitungan besarnya dividen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibuat oleh
aktuaris,

Pasal 9

(1) Dalam palis asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa vang berbentuk
usaha bersama harus dinyatakan -

a.  Adanya hak suara dalam rapat tahunan perusahaan yang timbul dari kepemilikan atas
polis asuransi termalksud;

b.  Tata cara penggunaan hak suara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku bagi polis yang didalamnya
terdapat unsur tabungan,

Pasal 10
Dalam setiap penutupan asuransi, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut

lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, harus sesuai dengan contoh yang dilapockan kepada
Menteri.
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(1)

(2)

{3)

(1)

{2)

BAB [
PEMBATALAN
Pasal 11

Dialam hal terjadi pembataian polis asuransi kerugian atas kehendak penanggung, pengembalian
premi harus dihitung secara prorata berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan.

Dalam hal terfadi pembantaian polis asuransi kerugian atas kehendak tertanggung,
pengembalian premi harus dihitung dari jumlah premi satu tahun dikurangi premi untuk jangka
wakiu pertanggungan yang telah berjalan sesuai dengan tarip premi untuk prianggungan kurang
dari | (satu) tahun yang ditetapkan oleh perusahaan,

Premi sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan (2) tidak termasuk bagian premi yang telah
dibayrakan kepada Perusahaan Pialang Asuransi, jika ada.

Pasal 12

Dalam hal terjadi pembatalan polis asuransi jiwa yang memiliki unsur tabungan sebelum
tanggal jatuh tempo, pengembalian premi paling sedikit sejumlah nilai tunainya,

Dalam hal terjadi pembatalan polis asuransi jiwa yang Gdak memiliki unsur tabungan,
pengembalian premi harus dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

_‘"‘-.._
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BAB 1V
PREMI
Pasal 13
(1) Penctapan tariff premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and profiled jenis asuransi
vang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;

b Biaya perolehan, termasuk komisi agen;
o Biava administrasi dan biayva umum lainnya;
(2)  Penetapan tariff premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan

a Premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, dan tabel mortalita yang
dipergunakan;

b. Biaya perolehan, termasuk komisi agen;

C. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya;
d. Prakirsan hasil investasi dari premi.
BABV

PENYELESAIAN KLAIM
Pasal 14

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai memperlambat penyelesaian klaim
dan atau pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah  Nomor 73 Tahun 1892, adalah tindakan Perusahaan Asuransi atau

Perusahaan Reasuransi yang tidak secepatnya melakukan penyelesaian klaim secara
wajar, antara lain :

a. memperpanjang proses penyelesaian  klaim dengan meminta penyerahan
dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen
lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;

b. menunda pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada pembayaran klaim
reasuransi atas klaim tersebur:

c. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak lazim dipergunakan dalam
kegiatan usaha asuansi;

}‘L
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d. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan
asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian
lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;

Pasal 15

Perusahaan Asuransi harus harus telah menyelesaikan pembayaran klaim paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah
klaim yang harus dibayar.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VI
LAPORAN
Pasal 16

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun wajib
menyampaikan kepada Menteri laporan program reasuransi treaty untuk kegiatan
tahun berjalan, paling lambat pada tanggal 15 Januari.

Perusahaan Asuansi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan kepada
Menteri Laporan Keuangan untuk kegiatan setiap 1 (stu) triwulan per 31 Maret,
30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, yang dilampiri perhitungan tingkat
solvabilitas, masingg-maing paling lambat 1 (sattu) bulan setelah berakhimya
triwulan yang bersangkutan.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan kepada
Menteri laporan keuangan untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun yang telah

diaudit oleh lembaga yang berfungsi sebagai akuntan publik, paling lambat
tanggal 31 Mei talun berikutnya.

Laporan Keuangan sebaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dilengkapi dengan
laporan investasi dan laporan operasional.

Pasal 17

Perusahaa Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan laporan

keuangan untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,
paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya
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Pada surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pasal 18

Bentuk dan susunan laporan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, serta bentuk

dan susunan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
ditetapkan cleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

(1)

(2)

BAB VII
PEMERIKSAAN
Pasal 19

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1992 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun
maupun setiap waktu apabila dipandang perlu.

Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
apabila :

a. Dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang disampaikan oleh
perusahaan diketahui atau diduga adanya penyimpangan terhadap ketentuan
yang berlaku; atau

b. Berdasarkan keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, diketahui atau
patut diduga, bahwa terdapat atau terjadi hal-hal yang melanggar peraturan di
bidang usaha perasuransian, merugikan kepentingan perusahaan atau dapat
membahayakan kepentingan masyaratkat tertanggung.
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(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 20

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh
pemeriksa asuransi.

Pemeriksa asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direktur
Jendeal Lembaga Keuangan atau petugas yang ditunjuknya.

Pemeriksaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan
pemeriksaan setelah mendapat surat pemeriksaan setelah mendapat surat
perintah  pemeriksaan yang ditandatangani oleh Direkwr Jenderal Lembaga
Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa asuransi harus memperlihatkan surat
perintah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada perusahaan
yang diperiksa.

Pemeriksa asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib merahasiakan
hal-hal yang diketahui dari pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak
dalam rangka tugasnya sebagai pemeriksa.

Pasal 21

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang diperiksa dilaang menolak
dilakukannya pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dianggap menolak dilakukannya
pemeriksaan atau menghambar kelancaran pemeriksaan apabila :
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a. ftidak memperlihatkan buku, catatan, laporan, serta dokumen yang diperlukan;
atau

b. tidak meminjamkan buku, catatan, laporan, serta dokumen yang diperlukan;
atau

c. tidak memberikan keterangan yang diperlukan; atau

d. memperlihatkan, meinjamkan, memberikan keterangan, vang palsu atau
dipalsukan seolah-olah benar.

(3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib memenuhi permintaan
pemeriksa asuransi apabila dipandang perlu, untuk memperoleh penjelasan dari
akuntan publik yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaaan
yang bersangkutan.

() Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menolak dilakukannya
pemeriksaan atau meghambat  kelancaran pemeriksaan dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Talun
1992

Pasal 22

Demgan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, dalam hal pemeriksa asuransi tidak dapat menunjukkan surat perintah
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) . Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi dapat menolak dilakukannya pemeriksaan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(%)

(6)

Pasal 23

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menyampaikan hasil pemeriksaan
semeniara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permeriksaan
berakhir kepada perusahaan yang diperiksa.

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang diperiksa dapat
menyatakan keberata atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) kepada Direktur Jenderal Lembagaa Keuangan.

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam avat (2) disampaikan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan sementara,

Dalam hal tidak terdapat keberatan dari Perusahaan yang diperiksa dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai hasil pemeriksaaan
final.

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipertimbangkan oleh
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam menetapkan hasil pemeriksaan
final,

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menyampaikan hasil pemeriksaan final
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Perusahaan yang diperiksa.

Pasal 24

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan wajib melaporkan hasil elaksanaan

pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada Menteri.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh
izin usahaa sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib melakukan penyesuaian
ketentuan mengenai polis, pembatalan pertanggungan, premi, penyelesaian klaim, dan
laporan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dalam jangka waktu paling lama |
(satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan di bawah ini
dinyatakan tidak berlaku lagi :

L. Keputusan Mnteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249/KMK.013/1988
tanggal 20 Desmber 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di
Bidang Asuransi Kerugian;

e Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2250/KMK/ 1988
tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa:
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Pasal 27
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini
dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1993
MENTERI KEUANGAN
ttd.

J. B. SUMARLIN
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LAMPIRAN 5
PP 73/1992, PENYEL ENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN... . .
Behnfic PERATUHAN PEMERINTARIPP)

Oloh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Momer: 73 TAHUN 1992 (73/1992)
Tanggal: 30 OXTORER 1992 (JAKARTA)

Sumber: LN 1922/120; TLN NO. 3506

Tentang: PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

Indeks: EKONOMI. ASURANSL. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992,

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa peranan usaha perasuransian & Indanesia dalam menunjang pembangunan nasionat perlu diarabkan agar datam
kegiatan usahanya, Perusahaan Perasuransian di Indonesiz dapat tumbuh dan berkembang dengan tidak mengabalkan prnsip
usaha yang sehat dan bertanggungjawah; -

b, bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu unfuk mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian i dalam suaty
Peraturan Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(2)"> 5 ayat (2) Undangdlindang Dasar 1945

2. Kitab Undangdundang Hukum Dagang {Staatshlad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir
dengan UndangAundang REFR DOCKNM="7 {uu004 =Nomor 4 Tahun 1871 tentang Perubahan dan Penambahan atas
ketentuan Pasal 54 Kitab UndangAundang Hukum Dagang {Lembaran Megara. Tahun 1871 Nomor 20, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 2959);

3. UndangAundang REFR DOGNM="92uu002">Nomar 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1952 Namor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

4. UndangAundang REFR DOCNM="82uu025">Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1682
Nomar 118, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3502),;

MEMUTUSKAN:

I'ﬂ-enﬂtapksn:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDOMESIA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.

8AR |
KETENTUAN URLIM

Pasal 1

Yang dimaks:a datam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Peiusahasn Asuransi edalsh Perssahaan Asuransi Kenigian dan Perusahaan Asurans) Jwa,

2. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusshzan Pialang Asuransi, Perusahiaan Pialang Reasuransi, Perusshasan
Agen Asurans|, Perusahaan Penilal Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria,

3. Retensi Sendir adalah bagian dari jumiah uang pertanggungan untuk setiap risika yang menjadi tanggungan sendir tanpa
dukungan reasuransi.

4. Pengurus adalah direksi untuk perseroan terbatas atau persero, atau yang setara dengan ftu untuk koperasi dan usahs
bersama

5. Mentedi adalah Menter Keuangan Bepublik Indonesia

BAE I
FPENUTUPAN OBYEK ASURANSI|

Pasatl 2

Obyek asuransi di Indonesia hanya dapat diasiransikan pada Perusahaan Asuransi yang mendapal izin usaha dari Menter,
kecunli datam hal:

a. tidak ada Perusahaan Asuransi di Indonesia, baik secara sendirifisendirl maupun bersamadsama, yang memiliki
kemampuan menahan risiko asuransi dari obyek yang bersangkutan; atau

b tidak ada Perusahaan Asuransi yang bersedia melakukan penulupan asursnsi atas obyek yang bersangkutan, alay

. pemilik obyek asuransi yang bersangkistan bukan warga negara Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia.

BAZ I

PERIZINAN USAHA PERASURANSIAN
Bagian Perama

Persyaratan Umum Perssahaan Perasuransian
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Paszal 3

{1} Perusahasn Perasuransian dalam rangks melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa

1. maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan satah satu jenis usaha perasuransian;

2. perusahaan tidak memberikan pinjaman kepads pemaegang saham.

b. Susunan organisas: perusahaan sekurangAkurangnya meliputi fungsififungsi sebagai berikut

1. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan
fungsi pelayanan,

2. Bagi Perussahaan Pialang Asuransi dan Penrsahaan Pislang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi
pelayanan;

3. Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsullan Akluaria, yaitu fungsi
teknis sesual dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.

¢. Mermenuhi ketentuan permodatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan penmdangfundangan yang bertaku.

d. Mempekerjakan lenaga ahli sesual dengan bidang usahanya dalam jurnlah yang memadai untuk mengelola kegiatan
usahanya,

e. Melaksanakan pengelolaan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang
sekurangAkurangnya didukung dengan:

1. Sislem pengembangan sumber daya manusia;

Z. Sistemn administrasi,

3. Sistern pengelolaan data

(2) Ketentuan lebdh lanjut mengenai huruf d dan huruf e ditetapkan aleh Menterd,

Pasal 4

{1} Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang
seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, seluruh anggota dewsn komisaris dan Pengurus harus warga
negara Indonesia.

(2) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung
pihak asing harus warga negara Indenesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

Pasal 5

{1} Anggota dewan komisars dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 idak pemah meiakukan tindakan tercefa di
bidang perasuransian dan atau dibukum karena terbukdi melakukan tindak pidana di bidang perasuransisn dan perekonomiarn,
sarta mamiliki akhlak dan moral yang baik:

(2) SekurangAkurangnya separa dari jumlah anggota Penguris hars memiliki pengetashuan dan pengalaman df bidang
pengslolaan risiko

(3) Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali untuk jabatan komisaris,

(4} Ketentuan lebib lanjut mongenal ayat (2) ditelapkan oleh Menter,

Pasal 5

(1) Madal disetor bagl perusshaun yang selurdh pemiliknya wargs negara Indonesia dan atsu badan hukum Indonesia yang
seluruh atau mayoiilas pemiliknya warga negara Indonesia, uniuk masingh masing Perusahaan Perasuransian
sekurangfkurangnya sebagai berlkut

a, Rp. 3.000.000,000 - (figa milyar rupial), bagi Perusahaan Asuransi Kerugian,

b. Rp. 2.000.002.000 - {dua milyar rupiah), bagi Perusahaan Asutans! Jowa;

. Rp. 10,000.000,000 - {sepulub milyar ruplah), bagi Perusahaan Reasuransi,

d. Rp. S00.000.000.- (lima ratus juta rupiah), bag: Perusahaan Plalang Asuransi,

e. Rp. 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah), bagi Perusahaan Pialang Reasuransi.

(2) Dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh sihak asing, modal disetor untuk masingAmasing Perusahaan Perasuransian
sekurangfkurangnya sebagai berikut;

a Rp 15000000000 (ima belas milya rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Keruglan

Rp. 4.500.000.000 - {empat milyar lima ratus juts rupiah), bagl Perusshasn Asurans Jiwa:

Rp. 30.000.000.200 ftiga pulub milyar rupiak), bag Perusahaan Reasstans,

d Rp 3,000,000 000 - {tiga milyar rapiah), bagi Perusahaan Pialang Asuranst

&. Rp 3.000.000 0004 (liga mityar rupiah), bagi Perusahaan Platang Reastiransi,

{2} Fada saat pendinian perusahaan, penyertean langsung pihak asing dalam Perusahaan Perastransian sehagaimana
dimaksud dalam ayat (2} paling banyak 80% (delapan puluh per =eratus).

(4) Perusahaan Perasuranstan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki perjanjian antar pemegang saham yang
memual kesepakata mengenal rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia,

o B m

Pasal 7

(1) Pada awal pendirian, Peiusaliaan Asuransi dan Perusahaan Reasurans harus menempatkan sekurangfkurangnya 20%
(dua puluh per seratus) dari modal disetor yang dipersyaratkan, datam benfuk depostio berjangka dengan perpanjangan
otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan Afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Parusahssn Reasuransi yang
bersangkutan,

{2) Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungl kepentingan
pemegang polis.

{3) Penempatan deposito sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) harus atas nama Menter untuk kepentingan perusahaan yang
bersanghutan

{4) Deposito sebagaimana dimaksud wilam ayat (1) harus disesuaikan dengan perkembangan volume usaha yang besamya

y.
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ditetapkan Menteri m b 8 jto, dimaksud tidak dari pada awal
——— SIOIY UNivershas Jeinper
e DI R D ST DIV s e e
a. batas permintaan bquidator dalam hal perusahaan dilkuidast atau

b atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintsan perusahaan yang
bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan.

Pasal B

(1} Perusahaan Asurans! dan Perusahaan Reasuransi harus menyelenggarakan;

&. Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menunjang pengelolaan perusahasn secara profesional, pengambangan
perusahaan secara sehat, adanya kemampuan dalam mengikutl perkembangan teknologi. serta penyelenggaraan jasa asuransi
secara terfib dan bertanggung jawab;

b, Administrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan kouangan dan pelaksanaan pengendalian interm
penusahaan;

¢, Pengelotaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pamasaran, penyelesaian kisim dan
pelayanan kepada pemegang pelis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat, dan tepat wakiu, uniuk
pemeriksaan dan pengawasan perusahaan maupun untuk analfisis dalam rangka pengembangan pefusahasn

(2} Perusahaan Plalang Asuransi dan Perusahaan Plakang Reasuransi harus menyelenggarakan halAhal sebagaimana
dimaksiud dalam ayst (1) huruf a dan huruf b,

(2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aldusria harus menyelenggarakan halfhal sebagaimana
dimaksid dalam ayat (1) huruf &,

(4] Ketenluan lebih lanjut mengenai ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Mentad.

Bagian Kedua
Perizinan Perusahasn Perasuransian

Pasal 8
(1} Pemberian izin bagl Perusahaan Perasuransian dilakukan dalam dus tahap, yaity,
a, persetujuan prinsip;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak borlaku bagi agen osuransi dan Eonsctan aktuana,
(3} Permohonan percetujuan prinsip bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huref s, digjukan
kepada Menter dengan melampirkan:

&, Angparan dasar perisahaan yang dibuat di hadapan natarns;

b. Rancana susunan organisasi perusahaan,

¢, Rencana penggunaan tenaga ahli oleh pensahaan,

d. Rencana kerjo perusahaan dalam garis besar,

e. Rancangan perjanjian kerjasams dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh plhak asing:

!, Program asuransi yang akan dipasarkan dan rencana reasuransings, khusus bagt Perusahaan Asursns

g Bukll penempatun deposite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

(4] Pemsetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf & bedaky untuk jangka wiaktu 1 (satu) tabum

(5) Permabionan in usaha Perusahaan Perasuransian disampaikan kepada Menteri dengan melamphban

a. Anggaran dasar perusahann yang telah mendapat pengesahan darl instansi yang berwenang,

b, Susunan organisas| perusahaan,

€. Bukt pemenuhan panyetoran modal disstor,

d. St pengangkatan tenaga ahll yang dipekerjakan olet parusabasn;

o. Program karja perusahasn sertn rfincion persiapan yang telsh dilakubkn,

t. Perjanjlan kerjasama dengan pihak asing, dafam hal lerdapat penyertaan langsung oleh pibak asing;

g, Cortoh polis, perhitungan premi, dan perjanjian reasuransi darl program esurans) yang akan dipasaskan, bag Perusahaan
Asuransi;

I, Pei janjion retrossal bagl Panusatman Roasuranst:

i Pesjanjlan keaganan dengan Perusabanrn Asuransi yang diageni, bag, Perusatisan Agen Asuransi

(8} Ketentian labih lenjut mengenal ayat (3) dan ayat (5) ditetagkan olah Menter|

Pasal 10

lzin usaha Perusahaan Perasuransian dapat dicabut 2pabils dalem jangka wakty 3 {5ga) bulan terhitung cejak tanggal izin
usaha dietapkan, Perusahasn Perasuransion yang bersangsutan tdak menjalankan kegiatan usaharmys

Bag v
KMESEHATAN HELANGAM

Pamal 11

(1) Parusahaan Asurans dan Pervsabaan Reasurans setisp sant wijib menjaga tingkat solvabliitas

(2) Tinglet solvabilitas sebagaimana dirmaksud dolam aynt (1) adalah selisih st kekayaan yang diperkenankan dangan
jumiahy kowajiban dan modal disetor yang diperayaratian,

(3} Ketentuan babih lanjut mengenal besarmya thgkat solvabilitas dan kekayaan yang diperkenankan sebagarmana dimaksud
dnlam ayat

{2) clitetapkan clal Mentst

Pasal 12

(1) Perusahann Asuransl dan Perusatiaan Reasuranai hars memilile dan menerapkan [ tena Sendii, yang besarmya
didasarkan padn kemampunn keuangan dan gkt isiko yang ditadap.

(2) Pefusahaan Asurans Kerugian dan Perusahaan Reasuransi harus menjaga perimbangan yang sahat antara jumiah premi
reter dengan jumlah premi b, dan petimbangan antara jumlab premi neto dengan modal sendis

{3) Porusahaon Asuransi Jiwa yang menyolonggarakan program asuransi kecelakoan dirl dan program asuansi kesohatan

4
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dari peogram
sendin

(1) Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib dlakukan pada jenis investasi yang aman dan

menguntungkan serta memiliki ingkst Bkuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipemuhi.

glm_mmmmwmmmmmmmmwmm
SasUransi.

Fasal 14

(1) Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus membentuk cadangan teknis asuransi sesuai dengan jenis

Bsuransi yang diselenggarakan, yaitu

memm.mmwammmmmmm_mw
m

b. Cadangan teknis asurans! fwa, terdin dari czdangan premi, cadangan premi anuitas, cadangan ates premi yang belum

merupakan pendapaian dan cadangan klzim,

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) dtetapkan aleh Manten,

Pasal 15

(1]w_mmﬁmmmmmﬁﬁnmmenﬁw
FERASUTAMNSI.
(2) Penempatan reasuransi ke liar negeri, baik yang diakukan langsung cleh Perusshaan Asuransi maupun yang diakukan
WMWMmmﬁM

Katentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertaku pula dalam ha! penempatan retrozen ke huar negert aleh
Wmmmm
(#) Jumiah premi penutupan langsung Perusshaan Asuransi harus lebih besar dan jumiah premi perusupan tdak angsung.
(5) Ketentuan latih lenjut mengenai ayat (1), ayat (2], syt (3) dan ayal [£) dEctepkan oleh Mentad

Pnsal 15

(1} Seliap perjanjian reasurans harus dbust secara leruis dan Bdsk merupakan perjanfan yang menjanjikan keuntungan pasti
bag peranggung uangnya

{2} Dalam perjanjian reasuransi harus dinyatakan bahwa daiam hal Perusahaan Asurans diladdasi hak dan kewsjiban
:hhlhidif:mwm | " | i "

BAB V
PEYELENGGARAAN USAHA

Pagal 17

Dalam setap pemasaran program aswans hans dungkapkon nlemal yang relevan, tdsk ada yang berartangan dengan
persyaratan yang dicanfumban dalam pols, dan tidak menyesatkan,

Pasat 18

{unmmmummmmmmmpwﬂmﬂmmmmm
aipasalkan

() Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan program asurans! baru yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 19 dan Pasal 20,

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Manten.

Pazal 19

(1) Polis &tAu beatuk pétjanjian snwans dengan nama apapun, betlut lampiran yang merupakan kesatusn aEngaEnTyE, Tidan
boleh mengandung kata, katahikata, atay kabmat yang dapat menimbulian penafssan yarg berbeda mengenai resiko yang
ditutup asuransanya, kewajiban penanggung dan kewajiban lertanggung, atau mempersulll tertanggung mengurus haknya.
(2) Dalam polis Mau dokumen yang merupakan kesahsan dengannya, hans dimuat incian mengenai bagian premi yang
drerskan kepada Penusahaan Asurans dan bagian premi yeng dibayarksn kepada Perusahaan Pislang Asuransi

(2} Katentan lobd langd mengens ayat (1) ditetapkan obeh Menteri,

Pasal 20

(1) Preemi harus ditetaphan pada tingkat yang mencukupl, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminati!,

(2} Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinila bdak mencukupi, apabita;

a. eedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang

b. penetapan tingkat premi secaia berkelanjuts | akan membahayakin tngkat solvabilitas perusahaan;

. penerapan ingkal premi secar berkelanjutan akan dapat merusak ikim kompetis| yang sehat.

(3) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinitai berebihan apabita sedemikian tinggi sehingga sangat tidak
snbanding dengan manfast yeng diperjanjiken dalam polis asuransl yang bersangkutan,

(%) Penotapan tingkat prem: sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinla bersifat disknminatit apabila lortanggung dengan luas
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el ]
Pasai 21

{1} Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungsn analisis fisiko yang sehat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan clab Mantor

Pasal 22

{1} Premi asurans dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada Perusahaan Asuransi, atau melalui Perusahaan
Pialang Asuransi untuk kepentingan *tertanggung.

(2) Dalam hal premi asuransi dibayarkan melahs Perusahaan Pialang Asuransi, Penssahaan Pialang Asuransi wajib
menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asurans sebelum barakhimya tenagang wakiu pembaysian premi yang
ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal penyeraban premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi ditakukan setelzh berakhimya tenggang waktu
sebagaimana dimeksud dalam ayat {2), Penusahzan Pialang Asurans! yang bersanpkadan waiib betanaaung isuah atas
pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dslam jangks waktu antara habisnya tenggang wakii sehagaimana
dimaksud dalam ayat (2} sampal dengan diserahkannys premi kepada Perusahaan Asurans

Pesal 23

{1} Perusahaan Msuransi atau Perusahaan Reasuransi ditarang melakukan tindakan yang dapat memperambal penyelessian
atau pembayaran klaim, atau tidak metakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan
ponyelecalan atau pembayaran kKlaim.

{2} Teranggung dalam molakukan pengurusan penyeiesaian kaim dapat menunjuk pihak lain, lermasuk Perusaliasn Pialang
Asuransl yang dipergunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang bersanghkutan.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri,

Pasal 24

{1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib memberikan keterangan yang sejelasfjelasnya kKepada penanggung tentang abyek
asuransi yang dipertanggungkan, dan wajib menjelaskan secara benar kepada tertanggung tentang ketentuan isi polis,
termasuk mengenai hak dan kewajiban tertanggundg.

{2} Perugahaan Pialang Asuransi dilarang menerbitkan dokumen penutdpan sementars dan alsu polis ssuransl

{3} Perusahaan Platang Asuransl harus menjaga potimbangan yang schat antara jumiah premi yang belum disetor kepada
Pentsahaan Asuvransi dan jumiah modal sandi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) dietapkan cleh Menteri

Paszal 25

{1) Perusahaan Pialang Reasuransl wajlb memberikan keterangan yang sejelasfjelasnys kepada penanggung ulang tentang
obyek asuransi yang diasuransikan, serta kopada pananggung tentang hak dan kewajibannya,

{2) Perusahaan Plalapg Roasuranst yang menenma pembayaran premi dan penanggung wajib menyetorkannya kepada
penanggung ulang sesual dehgan tengpang wakiu pembayaran premi sebagalimana yang tertera delam perjanjian reasursnsi,

Pasal 26

(1) Setiap penilei kerugian asuransi dalam meanjalankan usahanya harus memperginakan keahlian berdasarkan norme profes
yang berlaku.

{2} Setiap konsultan aklana datam menjalankan kegistan usahanya harus mempergunakan keahlian berdasarkan norma
profesi yang beraku,

{3} Memer dapat memberikan arghan bagi penilal kerugian ssuransi dan kensultan skwadda dalam menyusun norma profes:
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat {2).

Poegl 27

(1) Setiap Agen Asuransi hanys dapat menjadi egen dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi,

{2} Agen Asurans! wajlb memiliki peranjian keagenan dengan Perusahaon Asuranst yang disgoni.

{2} Somua tindakan Agen Asuransd yang berkaitan dengan ransaksi asurans moenjadi tangoung jowab Priusahaan Asurans
yang diageni,

(4] Agen Asurans dalam menjalankan keglstaniys narss memoenkan KesTangsn yang benar dan jelas kepada calon
tertanggung tentang program asurans: yang dipassrkan dan kelenluan isi polis, termasul mengenai hak gan Kewsliban galsn
tertanggung

Pazal 28

{1) Perusahaan Perasuransian dapat menggunakan tenaga asing sebagol tenaga ahli, penaschat atau konsultan yang
penggunaannya :

a. hanya untuk melaksanakan proyek atau program lerteniu yang berkaitan dengan kegistan operasional di bidang
perasuransian, dan

b. jangka waklu uniuk proyek atau program sebagaimana dimaksud datam huruf a paling lama 5 (ima) tabn,

(2) Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya térdapat penyeraan langsung oleh pihak &sing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (2) dapat menggunaksn tenaga asing sebagai tenaga eksekutif d luar Pengurus dengan memenuhi ketentuan
sobanai berikut

A, teriaga asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat dis cleh fenaga kerja warga negara Indonesia;

b. mempunyai program Indonesianizasi yang jelas melalui pendidikan dan latiban.

(3} Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2}, penggunaan tenaga kerja asing serta tatacars
penggunaannya menaikuti peraturan perundangAundangan di bidang ketenagakerjaaan.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenal ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
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Pasal 22

{1} Sstinp pembukaan kantor cabang Perusahaan Asdrans! dan Perusahasn Reasursnsi, yang dalam kegistannya memiliki
kewenangan untuk mensrima atau menolak penutupan asuransi dan alaw menandalangani polis dan alau menstapkan unbuk
membayar atau manaolak klzim, harus terdebih dabuly memperoleh izin dar Menten

{2) Untuk memperoleh izin pembukaan kanter sebagaimana dimaksud dalam ayal {1), Perusahaan Asuransi 8tau Perisshazn
Resswrans! haius memenuhi ketentuan tingkst solvabilitas.

{3} Kantor sebagaimana dimaksud datam ayal (1) harus memiliki tenaga ahli, sistem administrasi dan sistem pengolaban data
yang memadai.

{4) Setiap pambukaan kanlor Perusahaan Asuransi atau Pertszhaan Reasurans! selzin kantor cabang eehagaimana dimaksud
dalam ayst (1), harus terlebin dahulu dilaparkan kepada Mentsrl,

{5} Setiap pembukaan kantor cabang Perusahasn Penunjang Usaha Asuranst dalam bentuk slsu dengan nama apapun harus
terebih dabulu dilaperkan kepada Mentesi.

(&) Ketentuan lebih lanjut mengenat ayat (2} dan ayar () dtstankan aleh Menten.

Paszal 30

{1} lzn pambukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dicabut, apabila dalam jangka waktu
2 {dua) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan kanlor cabang ditetaphan, kamor cabang yang bersangkutan tidak
menjalankan kegiatan usahanya.

(2} Setiap panutupan kanlor cabang Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajt dilsporkan
kepade Menter|.

Pazal 31

(1) Setiap penubahan terhadap ketentuan parsyaratan yang telah dipenuhi dalam rangka pemberian izin usaha, harus tefdahh
dahuiu dilaporsan kepada Menteri,

(2} Datamn hel perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah inl besziia
peraturan pelaksanaanyz, Menter memenntahkan dilakukannya perbaikan terhadap perubahan dimaksud agar tetap
memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3} Ketertuan lebih lanjut menganai ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Manter.

BAE VI
PENYELENGGARAAN PROGRAM ASURANE| BOEILL

Pasal3

{1} Program Asuranel Sosisl metupakan program asuranst yang diselenggarakan sacars wajls berdasarkan suaty
UndangAundang.

{Z) Program Asuranst Sousial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik
Megara yang dibentuk khusus untuk itu.

Pasal 23

Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Program Asuranst Social dilarang menyelenggarakan program asurans! lain
selzin Pregram Asuranel Sosial,

Pasal 34

Perusahaan Asurans yang menyelenggarakan Progeam Asuransi Sosizl delam menyelenggarakan usahanya wajih memenuhi
ketentuan Persturan Pemerintzh ini besera peraturan pelaksansannys.

Pasal 35

(1} Perusahaan Asuransi yang lelsh menyelenggarakan Program Asuransi Sosial pada sast ditetspkannya Persturan
Pemerintal ini, diwajibkan untuk memyesdakan kegiatannya

(2} Ketantuan lebih lapjul mengenal penyesuaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1) serta jangks waktunya
ditetapkan olet Merteri

BAR VI
MERGER DAN KONSDLIDAS]

Pasal 36

{1} Perusshaan Asuransi dan Peruzahaan Reasuransi yang akan melakukan merger atau konsclidasi harus terlebih dahulu
mempercleh persetujuan dari Menteri.

{2) Merger atau konsolidas) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sntsra;

a. Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Perusahaan Asuransi Kerugian atau dengan Perusahaan Reasuransi, untik
membentuk Perusahazn Asuransi Kerugian;

b. Perusahaan Reascransi dengan Perusahaan Reasuransi atai dengan Perusahaan Asurans! Kenugian, unfulk membentuk
Peruzahaan Reasuransi; siau

€. Perusahasn Asurans] Jiwa dengan Perusahaan Asurans Jiwa, untuk membentuk Perusahaan Asuransi Jiwa,

{2} Unfuk memperoleh persetujuan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1}, harus dipenuhi ketentuan;
2. Merger atau konsolidasi tersebut tidak mengurangl hak tertanggung;

b. Kondisi keuangan perusahzan hasil merger atau Konsolidasl harus tetap memenuhi keteruan mengenai tingkat salvabilitas.
(#} Tatacara permohonan persetujuan untuk melakukan merger atau konsolidast ditelapkan oleh Menteri.

.
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BAB Vil
SAMKEL

Pasal 37

Sefiap Penmanaen Perasuranaian yang idek memenuhi katantizan dalam Perabren Demerintsh ini dan peraturan
pelaksanaannya tentang perizinan ussha, kesehaten ksuangan, penyelengaaraan usaha, penyampaian IGporan, pengumuman
neraca dan perhitungan {aba rugl, atau tentang pemeriksasn langsung, dikenskan sanksi paringatan, sanks! pemhbatasan
kogiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usahs,

Pazal 28

{1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud datam Pasal 37, maka terhadap:

a, Perugahaan Asuransi atau Perugshaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laperan
operational mhunan dan atau tidak mengumumkan nersca dan perhitungan iaba nigi, sesusi dengan jangka wakil yang
ditetapkan, dikenakan denda administratip Rp. 1000 000 - {saiu juls rupiah) uituk setiap har keterlambatan

b, Peruszhaan Plalang Asuransi atau Penusahaan Pialang Reasuransi yang fdak manyampaikan lEpoman kebangan tehunan
dan laporan operational tahunan sesuai dengan jangka wakiu yang ditetapkan, dikenakan dends sdministratip Rp. 500,000 -
{ima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari ketedambatan

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda sebogaimana dimaksud dalam ayst (1) ditetapkan oleh
Menter

Passl 23

(1) Penganaan denda administratip berakhir pada saat pembayaran denda ke Kantar Pechendaharaan dan Kas Negam yang
dilkuli dengan penyampaian laporan keuangan tahunan dan atau laperan operasional tahunan dan atau pengumuman neraca
dan perhitungan laba rugl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selambatflambatnya dalam 2 (dua) hari kerja.

(2) Datam hal laporan keuangan tahunan dan ataw laporan operasional tahunan telah disampaikan dan ataw peraca dan
perhitungan laba rugi telah dicmumbkan tetapl perusahaan yang bersangsutan belum membaya denda administratip, denda
tersebut dinyatakeh sebagsi hutang kepada negara yang harus dicanfumkan dalam neraca perusahaan yang bersanghitan,

Pasal 40

Perisahaan Perasuransian yang telah dikenakan denda selama 80 (sembilan pulub} hard ketefdambatan tetapi balum juga
menyampaikan laperan sebagsimens dimaksud dalam Pasal 38, dengan fidak membebaskan kewsjiban membayar denda
yang telah dikenakan untuk jangka 80 (sembilan puluh) har termaksud, dikenakan sanksi pembatazan kegiatan usaha

Fasal 41

(1) Pengenaan sanksi peringatan dilakukan cleh Menter segora sotelah diketahul adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27.

{2} Pengenaan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali beruratArurut
dengan jangka wakiu paling lama masingfmasing 1 (zatu) bulan.

(2) Daiain hal perusabiaan teiah dikenakan sanksi peringatan terakhir, dan dalam jangka waktu 30 {tdaa pulub} haii seleiah
peringatan dimaksud perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, perusahaan yang bersangkutan
dikenakan sanksi pembatasen kegiatan ussha,

Pazal 42

{1} Sanksi pambatasan kegiatan usaha sebagalmana dimaksud dalam Pasal 41 ayat {3) beraby sejzk tanggal ditetapkan uniuk
jangke wakti paling lama 12 {dua belas) bulan.

{2} Dalam hal Menler menilai diperdukan adanya suatu rencana kafja dalam ranghs mengatas! penyebab darl sanksi
pembatasan kegiatan usaha pada saat penetapan pembatasan kegiatan usaha Menterd dapat mamerintahkan penyusunan
rencana kerja yang harus disempaikan kepada Mented aalam jangke wakiu paling lama 3 (tiga) butan.

(2} Dalam hal Perusahaan Perasuransian depst mengatssi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan ussha dalam jangka
waklu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mentai mencabul sanksi pembatasan kegiatan usaha.

(4} Dalam hal Perusahaan Perasdransian tidak dapat mengatasi penyebab darl sanksl pembatasan kegiatan usaha dalam
jangka wakiu espagaimana dimakeod dalam ayal (1), atau dari petekaanaan rencans kerjs sebagamans dimakaid dalam ayal
12} dalam |angka wasll sAmpai berakhimya sanksi sebagaimana dimaksud dslam ayat {1 dsimpulkan Sahwa perusahaan tidak
mampl alal lidak bersedia mengatas penyebabd dan sanksi termaksud, Menterl mencabut inn usaha peruaahaan yang
bersangkutan

Pasal 43

(1) Merter dapat mencabut izin usaha Perusahaan Plalang Asaransi yang diwajibkan membayar klaim sebagaimana dimaksud
dalam Pesal 20 ayat (o)

{2} Tanpa mengurang berdakunya ketentuan Pasal 41 dar Pasal 42, pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1] dilakukan dengan 1abapan pelakeanaan sebagai berikut:

a Pengenaan sanksi peringatan dilakukan oleh Menten segera setelah diketahui adanya kewajiban pembayaran klaim
sebagaimana dimaksud dalam Pesal 22 ayat (3).

b. Pengenaan sanksi pambatasan kegiatan usaha dilskukan oleh Menter apabila Perusahaan Plalang Asuransi tidak
memenuhi kewajiban pembayaran klaim sebagaimana dimaksod dalam Pasal 22 ayat {3) dalam jangka waktu 1 {satu) bulan
satelah ditetapkannya sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

¢. Pengenaan sanksi pencabutan izin usaha dilakukan oleh Menteri apabila Perusahaan Pialang Asuransi tidak dapal
mermenuhi kewsajiban pembayaran klaim sebagalmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3} dalam jangka wakiu 1 (satu) bulan
setelah ditetspkannya sanksi pembatasan kegiatan usaha scbagaimana dimaksud dalam huruf 5

{2} Datam hal terdapat Perusahaan Pialang Asuransi yang diwajibkan membayar klaim sebagaimana dimaksud datam Pagal 22
ayat {2) untuk kedua kelinya, maks pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkitan

y
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diznggap sebagai kelanjutan darj pelanggaran sebehumnyajdan pengenaap sanksi schageimana dimaksud dalam ayat (1)
difakukan dengah mengikul kefanjiantabaganipelaksahaan pengenzan sanksiyang pemalidilakkanTzapa harus
mengutangi dar tabap pembenian perngatan.

BAE 1X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

{11 Bagl Penpahaan Dearsgurangian vana falah mendenat i@n pmehy neda sogt Borabscan Demasnteh ol gitetnedonn fen
usahanya dinyatakan telap bedaku, dan diwajibkan menyesuaikan dir dengan ketentuanfketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya,

{2} Perusabaan Palang Asurans yang iclah mendapal iz usaba pada sadl Pecaturan Pormenmilah o dilelapran, wajils
memperbarui ixin usahanya sebagai Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) dan ayat (2) ditetapxan oleh Menten.

Faszal 45

Perswran pelaksanaan Koputusan Presiden NMomor 40 Tahin 1523 tentang Usehs Di Bidang Asuransi Kerugian seria
ketentuan lainnva masih berlaku sampai dengan diberakukannya peraturan perundana® undangan vang menaggantikannya
berdasarkan Paraturan Pemerintah ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 45

Dangan ditetapkannya Peraturan Pamearintah fni, Feputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1888 tentang Usaha Di Bidang
Asuransi Kerugian dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 47

Peraturan Pemenntab inl mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memarintahkan
pangundangan Feraturan Pemerntzh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Magara Republik Indenesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Okicber 1282
PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA

SCEHARTD

Cisndangkan di Jakara

pada tanggsl 30 Oktober 1892
MENTERKSEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONES]A,

MOERDIONG

PENJEL ASAN

ATAS

PERATURAN MEMERINTAH REFUBLIK INDOMNESIA
NOMOR 73 TAHUN 1882

TENTANG

PENYELEGGARAAN LISAHA PERASURANSIAN

Ciaiam rengra meningkatkan pelaksanaan Pembangunan MNasional atas dasar kekuatan sendirl, diperiukan upays menala
mibaga-lembsgs keusngan sgar mempu melaksanskan fungsinga menyediakan [ass keuangan yang dibituhkan cleh
masyarakat dan dunia usaha, serta dapat benar-benar memparoleh Kepercayean dafi mingyaraiist otog Yetangguhan doen
keandalannya, sehingga semakin mampu berperan delam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlisas pamerataan
pembangunan dan hasil-hasiinya termasuk memperiuas kesempatsn berusaeha dan lapangan kera,

Cengan telah ditetapkannya Undang-Undang Momar 2 Tahun 1982 tertang Usaha Perasuransian, maka telzh terdapat salah
satu parangkat hukum bagl indutd porasuransian yang merupakan salah satu unsur lgmbaga keusngan, yang dhamapkan
dapat berperan Jalam menanggutangi risiko yang dthadapi anggota masyarakat dan sekaligus mefupakan salah satu lembaga
penghimpun dana masyarakat.

Calam memperkuat pelaksanaan fungst Perusahaan Perasuransian, peru diberikan kesempatan yang luas kepada pibak-pihak
yang ingin berusaha di bidang perasuransian, sekaligus dengan penegasan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut
dilzkukan secara sehal dan bertanggung jawab, dan tidak mengebaikan kepentingan masyarakat pada umumnya stau
tertanggung khususnya.

Unluk iu, datem melaksanakan kegiatan usahanya Porusahaan Perasuransian poriu tetap mempertahankan koetaatannya pada
syarat- syaral penyelenggaraan usaha, termasuk mengenai tngkat kesehatan usaha, sebagaimana yang dipersyaratkan di
dalam Peraturan Pemerintah ini,

y
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PASAL DEM! PRER|

Pasal 1
Cukup jelas

Pagal 2

Pada dasamya, setiap obyek asurans! di Indonesia harus diasuransikan pada Perusahaan Asvransi di Indonesia, Namun
damikian, apabila tidak ada satu pun Perusahaan Asurans yang mampu atau bersedia melakukan penutupan asuransi atas
obwyek yang bersanghkutan, penutupannya dimungkinkan dilakukan oleh Perusahean Asuransi di luar negadi.

Fasal 3

Hyat (1}

Dalam anggaran dasar hares dinyatakan secara tegas jenis usahe perasuransian yang skan dijalankan,

Contoh peraturan perundang-undangan yang berfaku dalam huruf ¢, adalah Undang-undang Momar 2 tahun 1982 tentang
Usaha Perasursnsian beserta peraluran pelaksanaannya sers Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Ayat (23

Cukup jelas

Pazal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (&)
Cukup jelas

Pesal &
Ayat (1}
Cukup jelas
Byat (2}
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas
Ayat (4}
Cukup jelas

Pasal &

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal disetor dalam Peraturan Pamerintah ini adalah modal diselor perseroan terbatas, sty simpanan
pokok dan simpanan wajib koperasl, atau dans awsl usahia bersama

Ketlentuan permodalan tidak dikenakan pada Porusahaan Agen Asurans!, Perusahaan Penilsi Kerugian Asuransi, dan
Forusahaan Konsultan Aktuarla karena dalam kegiatan perusahaan perusahaan dimaksud yang lebih dominan adalah unsur
profesionalisme. Dengan demikian, unsur permodatan dharapkan dapat dipenuhi sendi sesusi dengan kebutuhan perusahaan
yang bersangkutan dalam menjalankan kegiatan usahanys tanpa periu adanya pengaturan.

Ayat (2]

Cukup elas

Ayat{2)

Cukup jelas

Buyat (4)

Apabila terjadi pesubahan pemegang saham, maka pemegang saham ban wajlb tunduk dan mengikatkan diri-pada perjanjlan
kerjasama yang telah dibuat clel pare pamegang ezham pendin, yang antera l2in memuat lentang peningkatan kepemiliken
saham pihak Indonesia

Peringkatan kopamilikan ssham pibak indonesia torschut dapat ditempuh antsis lain melslul penjlialan saham dard pihak asing
cpada pihak indonesia, peningkatan penyertazn modz! pikak Indonesia, dan atau penjualan saham melalol bures ofsk &

[nsanssrs

Pasal 7
foyat {1)
Cllyan inlas
Pyat(2)
Cukup [elas
Ayat {2

Sunge atau nasil depoeite yang ditdmpatkan alas nama Mented untuk kepentingan perusahaan adalah menjadihak
sl

Ayat (4)
Cukup |elas
Ayal (5}
Cukup jelas

Pzzal 8

Ayat {1}

Pengembangan sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam Ayst (1) burif a termasuk pula peningketan pengetahuan dan
keterampilan bagi para Agen Asuransi yang melakukan kegiatan pemasaran untuk dan atas nama Perusshasn Asuranst yang
diageni.

Ayai{2)

Cukup jelas

Pyat (3}

Cukup jalas :

Ayat (4]

Cukup jelas
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Pacal 8

Ayat (1)

Cukup jeias

Byat (2)

Cukup jelas

Pyat (3)

Cukup jelas

Ayat {4)

Sebelum berakhimya jangka waktu 1 {zatu) tahun, Perusahaan Perasuransian dapat mempersiapkan din dan mengajukan izin
usaha.

Ayat [5)

Yarig dimaksud dengan retrosesi dalam huruf b adalab pertanggungan wiang atas penutupan reasuransi.
Foyat (8)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Auyat (1)
Cukup jelas
Byat {29
Cukuip jelas
Ayat (3
Cukup jefas

Pasal 12

Aogat (1)

Cukip jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan premi bruto dalam ayat ini adalah prami penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak
langsung, setelah masing-masing dikurangi komisl. Sedangkan premi neto adalah premi bruto dikurangi premi reasursns|
dibayar, sotelah premi reasurans! dibayar tersebut dikurangl komisinya.

Contoh perbifungan :

Sezandainya perusahaan menerima premi penutupan langsung Rp. 1.000.- dengan komisl dibayar 20%, Darl penutdpan
langsung lersebut direasuransskan 50%-nya. Untuk itu perusahaan menerima komisi reasuransl sebesar 25% dari promi
reasuransi yang dibayamya. Di samping itu perusahaan menerima pula premi penutupan tidak langstng Rp. 200.-. dengan
komisi reasuranal dibayar sebesar 2855 pula. Maka premi brifo dan premi neto sebagaimana dimaksud dalam ayat Ini adalah
sebagal berikat

PENUTUPAN LANGEUNG :

&, Premi diterima = Rp. 1.000 -

b. Komisl keperantaraan

Cibayar (20%: % a) = Rp, 200 -
PENURUPAN REASURAMNS ;

¢. Premireestrensi dibayvar

(%0% x 8) = Rp. 500,

d. Kormisl reasurans! diterima

(25% x e} = Rp. 125 -

PENUTLIPAN TIDAK LANGSUNG ;
e Premi dderima = Rp. 300 -

f. Komisi dibayar (25% 2 2) = Rp, 75,-

PREMI = Premi Komisi Premi penu- Komisi pemi
ERUTD penuitipan - penutupan + tupan Gdak - tupan tidak
langsung fangsung langsung langsung

=fa-bj+[z-1
= [Rp 1.003, - Bp 200.-] + [Rp 300, Rp 75§

= Bp 1028

Prami Komisi
PREMI| NETO = PREMI BRUTO - Reasurans: - Reasurans
dibayar diterima

=Rp 1,025,438 - - [Rp 500- - Rp 125,
= Rp 650,

Ayat (2]
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelss

Pasal 13

Ayat{l)

Ciana yang dilnvestasikan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagian besar berasal dar masyarakat dan
berkaitan dengan kewajiban parusahaan yang bersangkutan kepada para teftanggung. Oleh sebab itu, pengelolaan nvestas! 1
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e
hanis dilaksanakan denga imbangkan aspek yuridis, tingkat risiko, tungan, dan Sngkat iuidtas yang

Passl 14

Ayat{1)

Cadangan teknis manggambarkan kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Beasuransi, yang Embul dalam rangka
transaksd asuransi. Dengan ketermtuan Pasal inl. Perusahaan Asuransi Kerugian harus membentik cadangan feknis, yafy:

- eadangan atas preml yang belum merupakan pendagatan (uneamed premium reserve), yaik bagian premi dai

reranggungan yang masth berjalan,

- sadangan klaim,

Eﬂpsm Asuransi Jiwa, dengan mempertimbangkan jenis program asuransi yang dipassrken, harus membeniuk cadangsn
&, :

- cadangan premi,

- cadangan premi anuitas,

- cadangan atas preml yang belum menpakan pendapatan,

- cadangan kabm.

Penyeahaan Reasurans, dengan mempertimbangkan jenis asuransi yang ditutup reasuransings, harus membentul cadangan

teknis, yattu|

- cadangan alas premi yang balam merupakan pendapatan,

- cadangan premi,

cadangan kiaim
Ayat (2)
Cukup |elas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup |atas
Ayat. (2)
Cukup jelas
Aypat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayt |5)
Cukup jelas

Pasal 186

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat inl melarang pedanjian reasuransi yang memungkinkan pitak penanggung ulang memperokah
penarimaan yang sudah dipastikan tidak keang dar jumiah terentu, terlepas darl besamya klaim yang dicakup dalam
perjanjan ressurans dimaksud,

Ayat (2)

Cukup felas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan pamasaran program osurans: adalah setinp kegiatan yang sscara langsung atau tdab langsung
dilmkukan imtuk menarik calon tenanggung, termasuk kegistan promosl, ikian, Brosur, dan prospekius

Pasal 18
Pyat (1)
Cukup jelasg
oot (2)
Cukup jalas
Ayal (3)
Cukup jalas

Pagal 19
Ayat (1]
Cubup lelas
Ayt (2)
Cukup jelas
Popat (33
Cukuip felas

Paal 24
Boynt (1)
Cukup |olas
Ayt (2]
Cullup |alas
Byat (3)
Cukug jrlag
Ayat (4)
Cukinp jelan

Pasal 21
Aot (1)
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Cukup jelas

Ayal (2}
Culup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Termasuk dalam pambayaran premi asurans langsung dari tertanggung kepada Perusahaan Asuransd adslah selbap
pembayaran baik dilakukan langsung kepada Perusahazn Asuransi mauspun pembayaran melalui badan perantara yang
ditunjule sleh Perusahaan Asuransi, misalnya Agen Asuransi, bank, dan sshagainya.

Ayt (2)

Cukup jelas

Ayat (3]

Cukup jelzs

Pasal 23
HAuat (1)
Cukup jelas
Fuyat (2)
Cukup jefas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Poat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jeles
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas
Ayt (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Pyat (1)
Cukiep jelas
Ayat {2)
Cukup jelas
Ayt (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pesal 28
Ayst {1}
Cukup jelaz
Ayat (2}
Cukup |elas
Byat 2]
Cukup jelas
Aoat (d)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat{1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayal {3)
Cukup jelas
Fual (4)
Cukup jelas
fupat (5}
Cukup jelas
Byal (5}
Cukup jelas
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Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Puogal {3_}
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Dalam ketentaan ini dikandung pengertian batwa Program Asurans Sosial torsebut didasarkan pada undang-undang tersendin
den panyelenggarsannya bersifst wajbh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup [elas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayal (1)
cukup jelas
Ayat {Z)
Cukup [elas

Pagal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayt (2)
Cukup jelas
At {3
Cukup jelss
Ayat {4)
Cukirp jolan

Pasal 37

Sanksi pombatasan kegistan usaha dapat ditekukan antara lain dalam bentuk |

a. Larangan malakukan penitupan pertanggungan bary bag Perusahaan Asurans.

b, Larangan melakulan penutupsn petanggungen wiasng yang baru bagl Persataan Ressurans);

¢. Larangan melakukan jasa keporantarasn bagl Perusahaan Plolang Asuransl dan Peusahasn Pialang Reasurns
d. Larangan melakukan jasa korsultasi aktuarla bagl Perusahaan Konsultan Aktuaria,

@, Larangan malakickan jaga penitaian kemugian bagl Perusahaan Penilnl Kerugian Asuransi,

t Larangan melakukan [aaa pemasann bagl Agen Asurans

Pazal 38
Ayt (1)
Cukup |alas
Ayot (2}
Cukup jelas

Pannl 29

Ayat (1)

Dalam hal laporan dissmpaikan mdiall usana [ans pengiriman. bates wakiu 2 (dua) harl Kerja difitung sejak Sngpal

pembayaran denda sampal dengen tanggal pengitiman melaiul usats jass pengiriman

Untuk pemenuhan pengumuman neraca dan laparn laba rugl pada surat katar hanen, batas wirktu 2 (doa) har kerja antong

;:mlk ?T’I-ﬂﬂm diturimanya permintasn pemuatan pangumaman neraca dan laporan laba rugh dmaksad pade st keba haen
yat (2)

Cukup [elas

Pagsal 40
Cukup jelas

Pogal 41
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Cukup jeias

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4]

Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jofas
Ayat (2]
Cukup jelas
Byat (3)
Cukup jetns

Paszal 44
Foyat (1)
Cukup |elas
Ayat (2}
Cukup jslas
Ayat (3}
Cukup jelas

Passl 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelss

CATATAMN

Futipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1992
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ASUR AONS WA

BUIVII ASIH JAYA

ABLIHAME! Jin'a

KESEPAKATAN KERJA AGEN (AG)
Dengan
PT. ASURANEI JIWA BUMI ASIH JAYA

Pada hari ini, RabuTanggal 01 Agustis 2001 yang bertanda tangan di bawsh ini :

1. MNama ¢ H SITOBANG
Jabatan : Pemimpin Cabang Jatim
Alamat : JL Indrapura MNo. 41 Surakxrya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, selanjutnya
digebut Pihak Pertama ntau Perusshann,

2. Nama : WAHMI
Tempat/tgl. Lahir : Jember, 12 Januar) 1968
No. KTP/SIM : 6BO115320563
Alamat ¢ Dsn. Watukebo RT 3 RW S Andongsari
Ambulu - Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sehagai agen Asuransi Jiwa
sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang No, 2 tahun 1992, pasal 1 butir 10,
selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Agen (AG).

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian lerja keagenan dengan
ketentuan sebagai berikut.

Pasal ]
STATUS HUBUNGAN KERIA

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan kedja antara Pihak Pertama dengan Pihak
Kedua merupakan mitra kerja dun tidak terikat dengan Undang-TIndang Ketenagakerjaan
dan Bab ke Tujuh A Kitab Undang-Undang Hukum Perdatn

1. Bahwa Pihak Kedua selaku mitra kerjn Pihak Pertama berhak untuk mentasarkan produk-
produk asuransi milik Pihak Pertama

Pasal 2
TARGET STANDAR PRODUKST AGEN

1. Selama perjamjian kerja ini masih berlaku, Pihak Fodun utan Agen harvs mampu
memproduksi polis-polis barn Asuransi Derorangan (Aspar) dengan standar Uang Premi
Fertama (UPP) sebesar Rp 1,000.000,- (satu juta rupiah} perbulan, dengan catatan single
premi dihitung 10%.

2. Target standar produksi tersebut pada butir 1 pasal ini danat berubah-ubak setiap tahun,
dan setiap perubahannva cukup diatur dalam bentuk Surat Edaran Direks;.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebragni berikut.
2. Mengikuti pertemuan pagi di Unit setiap hari.
b. Memelihara dan melayani polis-polis tutupan pribadi atan subsitusi supaya tetap inforce,

kantor Puset : Wisma Bumi Asih Jaya 1367, JL Matraman Raya 165 « 167, Jakarla 13140 - |ngonesis
Telp. {021) 200700 (Hunting] Fax : B50GG5], B500637, RS00659, 0509630, E-mail: bafibajite com Wabsite . wiw bajite com
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2. Kedua belsh pihak dapat memutuskan kesepakatan kerja ini dengan terlebih dahuly
memberitahukan kepada para pihalk paling lamhat 30 hari sebelum tanggal pemutusan
kesepakatan tersebut berlal.

3. Kedua belah pihak sepakat bahwa eetiap pemutusan kesepakatan kerja akibat alasan
tersebut ayat 1 dan 2 pasal ini, maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut pesangon, uang
Jasa dan ganti kerugian lainnya kepada Pihak Pertama

Pasal 10
GUGURNYA HAK-HAK AGEN

Hak-hak Agen gugur seluuhnya sejak pemutusan kesepakatan kerja ini baik atas permintaan
sendiri maupun oleh Pihak Perfama

Pasal 11 ;
PENGEMBALIAN BARANG-BARANG INVENTARIS PERUSAHAAN

1. Pihak Kedua wajib mengembalikan barang-barang inventaris perusahaan paling lambat
1 x 24 jam getelah pemutusan habungan kerja dengan perusahaan.

2. Apabila Pihak Kedua masih mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama, maka Pihak
Kedua wajib menyelesaikannya paling Iambat 1 x 24 jam setelah saat pemutusan
kesepekatan kerja

Pasal 12
KETENTUAN PENUTEHE

1. Segala ketentuan yang belum diatur dalem Kesepakatan Kerja ini dapat diatur tersendiri
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepaleatan ini,

2. Kesepakan kerja ini berlakuy sejak tanggal ditandatangani oleh Fedua belsh Pihak sampai
adanya pemutusan kesepakatan herja oleh Pihak Pertama atan Pihak Kedus

Dibuat di Surabaya
Tangegal 28 .Judi 2001

PIHAK KEDUA Zﬁ;
(’DE[) ...__i 5 5 =T -..r'fl;‘i
| II I 2 .-r'z-“"'f’ g |:-'. "P
(WAHMI) £~ (H. SITOHANG)
e, . Yth. KPD Jember.
2.FileCabang
Catatan ;
Agama : Islam
Status K-

Mutast dari KD
Diangkat KD : per 01 Maret 1995,

Eanlor Pusal | Wisma Bumi Asih Jeya 1367, Ji. Matrsman Rayz 165 - VBT, Jakarla 13140 - Inconesia
“eip. (0211 2800700 {Hunting| Fax - &508557, BE9667, BE0DG8, BS09663, F-mail . bajBtajkle.com, Wiabisile | woww bajlife com
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WWR Fenerma Manfaat

ASURARS! YMA Kantar Fusal : Ji, Matreman Rzya 165167

BUMI ASIH JAYA Tl 6212000760 (10 subre)

Telaks : 46262 BAJ, Faks. : BHOEESD

POLIS a3 i

Momor: 69801277/ TBE-N

‘Berdasarkan Surat Permintaan nomor GOS,/ 3 /98 /d4tanggal 31 M A R E T 1998
dan Surat Keterangan Prbadl seta surat-surat keterangan laln dard
nama dan alamat pemegang polis :

NY. MARWIYATI

KRAJAN RT 01/RW 12 TANGGUL LWETAN

JEMBER
nama dan alamat tertanggunig :

NY. MARWIYATI

KRAJAN RT OL/RW 12 TANGGUL WETAN

dengan Inl mengadakan pedanflan asuransl Jiwa atas Jiwa tetanggung untuk membayar suatu Jumlah vang
pertanggungan yang dijamin oleh perusahaan/penanggung. Jika tidak diadakan katentuan-ketentuan laln dan atau
perubahan-perubahan yang dllekatkan/dicantumkan pada polls Inl maka untuk sepenuhnya berakulah
A Syarat-syarat Umum Polls PT Asuransl Jiwa Buml Aslh Jaya yang dilamplirkan pada dan merupakan bagian mutlak
o darl polls InL Polls Inl Juga mengatur dan memuat tentang :

Jenls Pertanggungan + TABUNGAN BERTAHAP EKSEKUTIF
Masa Pertanggungan + 1% TAHUN

Beraku 1 D1 M A R E T 1998

Earakhir : OL M A R E T 20313

Uang Pertanggungan @ Rp. 3.000.000

Cara Pembayaran Preml ¢ TRIWULAN

Masa Pembayaran Preml ¢ 12 TAHUN

1 MUHLIS _ SUAMI TERTANGGUNG
2 AVIVATUL MUHIDAH AMAK TERTANGGUNG
1 AVIATUS 7AKIYRH ANAK TERTANGGUNG
Uang Preml
Standar . Rp. 67.392,00 g
NON MEDIS . Rp. 3.369,60 SAMPAL OL M A R E T 2003 Ka
TOTAL PREMI . Rp. 70. 261 60 =
fy?u, 9 A PRI L 1998
&, o _ ASURANS! JTWA
(% oy JEFUFLM WiDoRETA]  BUMI ASIH JAYA
B AR - 1
<1 VAR e uri,
b A e

Bt bns
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SYARAT-SYARAT UMUAR POLIS

PASAL 1 ISTILAH
ang dimaksud dalam Syurat-syarat Unum Polis i dengan:
1 Peranggung + Persercan Torbatas Asurens! Jiwa Bumi Avh Jaya
2 Pertongngon Nﬂmlhﬂ*ﬂfﬂﬂﬁmfpwm pancrggung dengan pemegang pelis
3. PamagangPelis *  : orong yong mengadaka, TILWEL:“ asurans jiwa dengan pananggung
I i prang yang alas indakan pariorgeungan
Penecima . mm!uu hudmmdimi&nuuﬁm Lang parionggungan sebagalmand tercantum dalain palis
P + wahy gkl yong memuat parjaniion asurans! jlwa onliirg pansnggung dangan pamagang palis
7, Uang Parlarggungen © sajumloh ueng yang tercantum lumpoﬁnmpwbayarchumiﬂrgmpuimiim :

0 Miki Tuni + sajumioh vaig yeng okan dibayerian kepada pemagang polis jiks perjanjion esuransingg difwalikan ssbalum masa portonggungan bacakhir
PASAL 2 DASAR PERTANGGUNGAN -
1 Maroin yorg bermakiud mangadakan perfarg herus mangis dan menandalangeni aueet paminlacs basaria iegt-sural ketarangan lein yang disadician unkuk

ke paciian iy, kamudian manyampoikene kepada panenggung.
2 Swal parmintoon basarda surat-wial kalerangan lain yang dimaksud dalem ajet | pasal ini, masjadi doser pﬂm-q?urgm anfarg panangging dangan pamegeng polic

1 ik kamudicn iz bahwa el sueat parmintocn don ofou surad-ural kelur un bain yong dimcksud dalom eyet | pasal ini fidok benar partanggurgan sudoh
barjalon, rruknbgﬂggwq barhak sapanuhayn mambatalken pedt iy i i

)
4. Dolam hol keterangon-katerargan yang tidok banar ity dibiat fanpa disangaje. parienggungan depat dilanjulkan dangan mengodakan pambatulan-pambeiilan
berasarkan madaon yong ssbenarnya

PASAL 3 MULAI BERLAKUNYA PERTANG GUNGAN

Fertanggungan Inf mulai berlaku seswai dangan ianggal yang dicantumian dalam pelis dan bewojiban mambayar prami partema wdch dipanubi.

F{.SM d PEMBAYQE_{N P%ELAI ot } B
Freml besdosarkon : n dan di pada saat [atuh tempo kapada pananggung. Pambayaren o carg bulonen, friwudan dan setangeh 1o

mmailwﬁpuﬂﬁmﬁmdummdlbawdn s %

e polis berkewniiban mambayar premi kepoda penangg ik malchil patugas, kenlor pes, bank, maupn cara laln yang diteatukan olah penangg

1 Jin oleh korena upopun pancgihan premi tidak dilokukan atau fi k tepat poda wokiinya, pecegang pals tetap barkewsjiban untuk membayar prand kapada

4. Paseds by ki o i o ook o g diadancnon don solanc s Bt .
Imuﬁqd&uﬂmhmmlbghwamﬂmhlmh pe pertangungan telcp berlsku Pambayaran premi yang

F':. ESJ:L hilw.ui PREM“LLERTUNDQDAN BEBAS PREMI OTOMATIS » f
Is wakhy man prami den prel yuang tartundis fidsh dipanubi pamagang polis, meka dalam hal: i
o polis balum mampunpai nilai hunal, partanggungan man adi batal, Jun. pranni yung sucdah dibeyer tidek dapat ailambaliken; N

b polis telah mempunyai nilai bural, partanggurgan masil fatap berkstu untuk paling loma mnam buden dangan ketantucn:

I paranggung mengurang! nilai funai jmguu satiop premi yong Iaﬂwﬁﬂupmbaymu:rrﬂ {pinaman prami clomatis]; apabila rikal funal lebih kecll dar salurdh
lurggaian premi, maka pertanggungan manjadi balal desgan sendirings;
(2} epabila mesih terdapal sisa rilai hunai, moka polis secara efomalis divhoh manjadi polis babos prami don nang partonggungan dipsriacl], sedang jenis

rtanggungan difantukan olsh penanggung.

2 Apabila S;lnm misa beclskunya prami elomatls ferlunggung macinggal duria, jumich uang pertenggungan ke dibayer penh dangan dikurargi jumlah praml yang
tarrunda barikut bungarye .

ASAL 6 MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI

hics parmiréoon fertully dui pedis maks polis yang teloh mampunai rilal funal dihenliien pernberyaron praminya, dangen mamiih saloh sty serm 4 bewah il
L Menjual palis dengan mengembalisan palls bariky: kuilansi prami yang terskhir hpumm Pamegang pelis manarima uimluiw nilai i dan perlanggegan

L Nempareci nil] ua.-pi:mpu'iqrggu-@m Palis telcp berlaka dengan masa parianggungen yang sama seped semula, letupl Larg partanggurgen diperacil dan jais
wﬁ:@nd”“m oleh panargaung
1 Mergibah polis menjadi jangha warsa, dengon masa don wang peranggungen yang boru sswe dangsn pachitingon yang dibuat aleh pananggung.
*Aﬁﬁ.ll 7 PEMULIHAN POLIS BATAL
L. Polis yong teiah batal karenc parundisan pambayaran premi, dapat dipuliken lnabali, wsalkan depat memsnuhi oot kesanalon yoog dile olsh panarggung.
g Pmﬁﬂmtlﬂl:ﬂhbﬂ!aﬁpﬂl a'ilupu:hi—nlun:%mmah uﬁauwfﬁ berwah ini: I Y- s A
a lanpa pary tenggel berlskunya palis, yaily ugunm&rmknnuhligmmmmuhnprmt«ihﬂhx?m ;
b deagen pananggolan tembali 1ismdmihmmpu,:ahi\ggnpmbq}urunpmnlbarﬁ.urnyudmldrpudu:..arggu mlfdu:i bulan pelis dipulibkon dan prami dibiung
enanurid umur fertanggung poda soal penanggalan kembalk

ASAL 8 PINJAMAN ~

L Pemegong polls dape! meminjam kepoda nencggung sajamloh eng maksimal ED% {delepon pulh parsan] dari rilal runal, dangan jengha ek pelanaich poing ¢ 29
tahum ajok pinjoman tersebul disalujui panarggung

- Pirjoman lersebol diteaakon bunga menurt tingiat burgs pede Bark Pemerinich, den pasnya horus dissrobkon kepada pananggung sebagal agunan

L Pembayeran kemball pinjemon dape! disstuken dangan cara mungasgsar alay sekaligue

- Apetila junlah pinjemen don bungu lebih basat dai nllai funol, moka olomatis pelis menjadi batal

B
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" Catatn e Mian a#am lembarsn ni RGN wETY Lerdanal calam lmgitan-lemairen pobis inl adssh baglan mytak det pedenflan in

1. PEMBAYARAN UANG PERTANGGUNGARN

A. JIKA TERTANGGUNG HIDUP SAMPAI AKHIR KONTRAK

DIBAYARKAMN:
Rp. 300,000,000 ...cau.s reessse PADA 01 M AR E T 2001
Rp. 300.000,00 ............... PADA O1 M A R E T 2004
Rp. ASOCBOO 0D L i e e s PADA O1 M A R E T 2007
Rp. ABD.. 000,00 v v v vooes ++»s++- PRDA O1L M A R E T 2010
Rp. 3.000.000,00 rexssasesssess PAOA Q1 M A R E T 2013

B. JIKA TERTANGEBUNG HENINEEHL DALAM MASA KONTRAK DIBAYARKAN
SEBESAR Rp. 3.000.000 SEKALIPUN TELAH HMENERTMA TAHAPAN
DAN PERTANGGUNGAN OTOMATIS BERHENTI

C. JIKA TAHAPAN TIDAK DIAMBIL, TAHAPAN AKAN DIBUNGAKAN DENGAN

BUNGA SEBESAR SUKU BUNGA RATA - RATA YANG BERLAKU DI BANK
PEMERINTAH.

2. POLIS RUPIAH MURNI

3. NILAI TUNAIL

UsTa USIA .
POLIS NILAI TUNAI POLIS NILAI TUNAI :
1 99.000, - 2 354.000, -
3 333.000,-") 4 609.000,~
5 906.000,- 6 933.000,-*)
7 1.260.000,~- g 1,614.000,-
g 1.661.000,~7) 10 1.932.000,- }
1L 2.349.000,~- 12 2.352.000,=")
13 2.547.000, - 14 2.763,000, -

15 3.000.000,-
")} NILAI TUNAI SETELAH PEMBAYARAN BENEFIT TAHAPAN
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LAMPIRAN 10

Nomar  © Khusus/GOS/2003 Jermber, 13 Februar 2003

Lamp — e )
i 1‘: .

Kepada Yih. :
Bapak:-duon Adi Tujut

Kepel FT1/2 Ampel Wuluhan
Jember

Deige hoimat,
Hol : Penyesudicn Pemboyaron Srami ng. GReio 195/ DB
o

Keluarga besar PT. Asurarst Jiwa BUMI ASIH JAYA selalu méngﬂ*xérqﬂcm Bapck/ ibu dan
keluarga senanticea mendapat pedindungan Tuhan yang Hr Yuasa, sehingga apa
yang menjadi cita-cita dan harcpan dimosd yang akan dr:nr:mg dapat diraih dengan
sebaik-taknya. Termasuk diagntaronya Bopak/ ibu mengamiai r_;h::nphln Asurarsi Jiwa di
penschoan kami sampal kepoda maea ckhic kontick. kami pun sangat berharap
kirarwa kontrak Asurarsi iwa yang felah berlongsung dan -Terbﬁ'la dengan baik selama
irl dapal berahan sampal kepada miasa akhilr kontrak. 3

sehubungan peribal tesebut dictce adalah menjodi ka#aﬁba‘iﬂ:m untuk memberkan
nlonel fentang stotus pembayaran premi Bapak/ ibu. Eerdcsr::nkm data pembukuan
kany fanwa sampal pada har ini {fanggal surat inl) polis Baoak/ Ibu seperti nomor
iessbul diglcs telch membaoyar premi 5/d bulan Dkbberﬁmz dengan demikian
telch menunggak selama empat bulan, Sudiah kiranya B::pok.f It:u mencocokkannya,

Aot |I*: ;_c.rr Bkuan kami tesebut di olas tidak cocek d catatan pernbukuan
Bors 100 sesual dengan kutorsiuitorsi yang ada. koami akan sangat berssnang hati
ﬂ;:r_t:'il.._l Banck/ Ibu dalam wokiu yang secepat mungkin depat menghubungl Sdf.
Doty u; W atau Rudianto sebagai Tata Usaha Penagihan, bk melaiul telepon nomor
(0351: 327003 maupun dergan cao mengembalikan lembar guntingan dibawah ini
setel: ah THEISSReNUNYd Dosa Dagion yang dibututean, !

Dermikion pernbetohuan kami uniuk dimaklor, alas pert r:.1|:‘5r1 dan kefja sama yang
B il Derikan, samil vccpakon ienma kasih. :

Hermer! Ko,
Fal I et Lcom Tl ol BN T Y

Eullv ASIH LA
:
-

4

Somlmtl ROFI'| B, SANTOSO

o Kepals Perascran Distrik

2l e Y 4
Pl fus. chreda Bl ASIH JATA :
A LH IRSUDHID B, |
ey :
4
Ry lwnrred, ;'*- |
Bersama ni kamd menyaickon, babwo polis kami No... denvenes e DENCI-DENGT TEIGH
membayay praml S/d BuUan Coiiin e Tr:mm reee i dengan menefmno

kuilarsi AsliSementaia (coret salah so‘rull yang ditandalargeni g;le:h

.........................

?::1.'-'1 -_-.g;f.‘.mg Pals.
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